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ABSTRAK

Keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 membuat Irak
harus mempertimbangkan dengan kondisi negaranya yang sedang mengalami
krisis ekonomi dan politik di masa pandemi Covid-19, serta kebutuhan anggaran
dana yang besar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak yang
bersumber dari hasil perdagangan minyak. Di bawah kepemimpinan Perdana
Menteri Mustafa Al-Kadhimi, Mustafa Al-Kadhimi dituntut untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak, serta membawa perubahan
baru terhadap kemajuan Irak di berbagai sektor. Dengan adanya keputusan Irak
untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, pemerintah Irak membuat kebijakan
WPER (White Paper for Economic Reform) yang digunakan untuk merespon
regulasi OPEC tahun 2020 dan untuk menjalankan kepentingan Nasional Irak.
Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep
Bureaucratic Politcs Models yang dikemukakan oleh Graham T. Allison.

Kata Kunci : Regulasi OPEC, WPER, Bureaucratic Politics Models

Irag's decision to comply with OPEC regulations in 2020 made Iraqg have
to consider the condition of the country which was experiencing an economic
and political crisis during the Covid-19 pandemic, as well as the need for a large
budget to solve the problems that occurred in Irag which were sourced from the
oil trade. Under the leadership of Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi, Mustafa
Al-Kadhimi was required to resolve the problems that occurred in Iraqg, as well
as bring new changes to Iraq's progress in various sectors. With Iraq's decision
to comply with OPEC regulations in 2020, the Iragi government created a
WPER (White Paper for Economic Reform) policy which was used to respond to
OPEC regulations in 2020 and to carry out Irag's national interests. In
analyzing these problems, this study uses the concept of Bureaucratic Politics
Models put forward by Graham T. Allison.

Keywords: OPEC Regulations, WPER, Bureaucratic Politics Models

viii



BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Irak merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Timur Tengah
yang memiliki luas wilayah sekitar 437.072 km2. Negara Irak berlokasi di sebelah
utara Turki, di sebelah selatan Arab Saudi, disebelah barat Suriah, dan disebelah
tenggara Kuwait. Irak memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah seperti
minyak bumi dan gas alam. Kemudian, Irak merupakan negara yang memiliki
wilayah daratan dengan mayoritas gurun, pegunungan, dataran rendah. dan Irak
sendiri memiliki iklim subtropis. Kemudian, Irak menjadi salah satu negara dengan
produksi minyak dan gas alam terbesar di dunia dengan pencapaian sekitar 140
barel untuk minyak bumi dan 6,4 triliun untuk gas alam. Dalam hal ini, Irak
merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan parlementer dan Irak
merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam
(Embassy of Republic of Indonesia in Baghdad Irak n.d.).

Di dunia internasional terdapat salah satu organisasi internasional yang
beranggotakan negara-negara produsen minyak, organisasi internasional tersebut
yaitu, OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) yang berdiri
pada 14 September 1960 di kota Baghdad, Irak. OPEC memiliki peran penting
untuk menetapkan harga minyak dunia serta, mengendalikan dan mengatur jumlah
pasokan minyak bagi dunia internasional. Sejarah terbentuknya OPEC tidak lepas
dari peran dari beberapa negara produsen minyak terbesar di dunia seperti, Arab
Saudi, Iran, Kuwait, Venezuela, dan Irak. Dalam hal ini, Irak yang juga merupakan
salah satu negara pencetus berdirinya OPEC memiliki latar belakang untuk
mendukung berdirinya. Alasan Irak mendukung berdirinya OPEC pada tahun 1959
atau 1960 disebabkan oleh keputusan sepihak yang dibuat oleh perusahaan
multinasional (The Seven Sisters) untuk menetapkan harga minyak dunia. Hal
tersebut menyebabkan negara produsen minyak mengalami kerugian akibat
keuntungan penjualan minyak di pasar internasional yang tidak sesuai dengan biaya
produksi. Dengan adanya pentaband harga minyak dunia yang dibuat oleh

perusahaan multinasional (The Seven Sisters), membuat negara produsen minyak



terbesar di dunia ingin membentuk organisasi internasional yang beranggotakan
seluruh negara produsen minyak yang bertugas untuk menetapkan harga minyak
dunia, serta menetapkan jumlah kuota produksi minyak agar dapat mengendalikan
jumlah pasokan minyak di pasar internasional. Oleh karena itu, Pada tahun 1970
OPEC telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan beberapa perusahaan
minyak internasional untuk menetapkan harga minyak dunia yang diberi nama The
Tripoli- Teheran Agreement (llahi 2018).

Hubungan keanggotaan Irak dengan OPEC yang telah dimulai sejak tahun
1960 telah banyak memberikan dampak yang besar terhadap OPEC untuk
mengendalikan harga minyak dunia dan pasokan minyak bagi dunia internasional.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kesuksesan OPEC dalam mengendalikan
harga minyak dunia pada tahun 1990 hingga 2000 dan pada tahun 2015. Kesuksesan
OPEC dalam mengendalikan harga dunia dapat dicapai dengan adanya kontribusi
dan peran dari seluruh negara anggota OPEC, termasuk Irak. Meskipun Irak banyak
mengalami konflik dengan sesama negara produsen minyak, Irak tetap memberikan
kontribusi penuh terhadap setiap kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh OPEC
(Faisol 2018). Kontribusi keanggotaan dan peran lIrak terhadap OPEC dapat
dibuktikan dengan keikutsertaan Irak menghadiri pertemuan negara anggota OPEC
dengan negara non-anggota OPEC yang disebut dengan Declaration of
Cooperation (DOC). Dalam pertemuan tersebut membahas terkait penetapan harga
minyak bagi dunia internasional, serta membahas rencana peningkatan jumlah
kuota minyak demi memenuhi permintaan pasar internasional. Dengan adanya
Kebijakan tersebut, dapat memberikan keuntungan seluruh negara produsen
minyak. Keuntungan tersebut diantaranya, dapat memajukan perekonomian negara
yang didapat dari hasil perdagangan minyak, dapat mengembangkan dan
memajukan industri minyak, dan dapat meningkatkan nilai investasi perusahaan
minyak asing yang berinvestasi di negaranya (Organization of the Petroleum
Exporting Countries 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian analisis terhadap proses pengambilan keputusan Irak
untuk mematuhi regulasi pemangkasan jumlah kuota produski minyak yang dibuat
OPEC pada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19, serta menganalisis kebijakan



dalam negeri Irak yang dibuat setelah Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020
dengan menggunakan analisis Bureaucratic Politics Models.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengambilan keputusan Irak untuk mematuhi regulasi

OPEC tahun 2020 ditinjau dengan Bureaucratic Politics Models?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses Decision Making Irak yang digunakan untuk
menyetujui regulasi OPEC tahun 2020 dengan menggunakan teori
Bureaucratic Politics Models.

2. Untuk mengetahui kebijakan dalam negeri Irak yang dibuat setelah Irak
mematuhi regulasi OPEC tahun 2020.

1.4  Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini memiliki fokus untuk membahas proses
pengambilan keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, serta berfokus
untuk mengetahui kebijakan dalam negeri Irak yang dibuat setelah Irak mematuhi
regulasi OPEC tahun 2020 tersebut (Martin 2022). Dalam hal ini, persetujuan Irak
mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 dilaksanakan dengan Decision Making yang
dilakukan oleh anggota legislatif di dalam parlemen. Dengan adanya proses
Decision Making yang terjadi di parlemen, membuat Irak akhirnya setuju untuk
mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, meskipun Irak harus menghadapi Krisis
politik dan ekonomi di negaranya. Keputusan Irak untuk tetap mematuhi regulasi
OPEC tahun 2020 dapat memberikan konsekuensi besar yang harus dihadapi oleh
pemerintah Irak. Konsekuensi tersebut diantaranya, kondisi dunia internasional
yang sedang kacau akibat pandemi Covid-19, Irak mengalami krisis ekonomi yang
disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan turunnya harga minyak dunia. Kemudian,
pada tahun 2020 kondisi politik Irak mengalami krisis akibat kabinet pemerintahan
negara yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan di Irak yang akhirnya
menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Di bidang indsutri minyak, Irak harus

tetap mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 dengan tujuan agar dapat



mengendalikan jumlah kuota produksi minyak agar tidak berlebihan disaat harga
minyak dunia yang sedang turun, serta demi menjaga kepatuhan Irak terhadap
OPEC. Selain itu, setelah Irak mamatuhi regulasi OPEC tahun 2020, Irak tetap
harus memprioritaskan kepentingan nasionalnya dengan membuat kebijakan dalam
negeri yang dibuat untuk merespon regulasi tersebut karena berdampak terhadap
kondisi ekonomi Irak yang bergantung penuh terhadap perdagangan dan industri
minyak. Dengan beberapa faktor tersebut, penulis mengambil cakupan penelitian
pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2020 banyak tantangan yang
harus dihadapi dan diselesaikan oleh Irak setelah menyetujui regulasi OPEC di
tahun 2020, demi tetap mempertahankan kepentingan nasional Irak.

1.5  Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jurnal untuk membandingkan
dan menjadi rujukan terhadap penelitian yang berjudul “Keputusan Irak
Mematuhi Regulasi OPEC Pada Tahun 2020 Ditinjau Dengan Menggunakan
Bureaucratic Politics Models”. Diharapkan dengan adanya beberapa rujukan

mampu melengkapi penelitian penulis serta menjadi referensi.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh H Alzuwaini, D Vasil’kov, N Kirillov, A
Khitrov, V Tolmachev, R Okorov, O Gatsenko, dan D Zaripove dengan judul
“Problems of Petroleum industry in Irag”. Jurnal ini membahas tentang penurunan
harga minyak dunia yang disebabkan oleh kondisi politik internasional yang tidak
stabil dan terjadinya konflik dan perang antara Irak dengan terorisme pada tahun
2016. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang situasi Irak untuk memulihkan
kondisi perekonomiannya yang melemah akibat adanya kebijakan penurunan harga
minyak dunia. Industri minyak menjadi salah satu bidang penting bagi Irak untuk
meningkatkan jumlah pendapatan negara melalui kegiatan ekspor dan kegiatan
industri minyak juga berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian negara.
Permasalahan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah Irak adalah memikirkan
strategi untuk menghadapi kondisi politik internasional yang melemah akibat
adanya peperangan dan konflik dengan ISIS. Dengan kondisi politik internasional
yang tidak stabil tersebut, berdampak pada kebijakan pemerintah Irak terkait

dengan penurunan jumlah nilai investasi di bidang industri minyak. Hal tersebut



disebabkan oleh penurunan harga minyak di pasar internasional, terjadinya krisis
kemanusiaan di Irak yang disebabkan oleh banyaknya jumlah pengungsi yang
mengungsi di beberapa wilayah di Irak, menurunnya jumlah pencapaian kuota
produksi minyak Irak yang telah ditetapkan OPEC akibat adanya perang dan
konflik, dan kondisi keamanan wilayah Irak yang tidak stabil akibat adanya konflik
dan perang (Alzuwaini, et al. 2018).

Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh
penulis yaitu membahas.tentang menurunnya jumlah pencapaian kuota produksi
minyak akibat kondisi krisis politik dan ekonomi internasional yang dsebabkan oleh
sebuah peristiwa yang terjadi di dunia internasional seperti, konflik atau perang dan
terjadinya suatu wabah penyakit. Sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut
dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu, penulis membahas tentang
regulasi pengurangan jumlah kuota produksi minyak yang terjadi di masa pandemi
Covid-19 yang ditetapkan oleh OPEC, dan hal tersebut menyebabkan Irak harus
tetap mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh OPEC meskipun kondisi negaranya
sedanga mengalami krisis, dengan tujuan untuk tetap menstabilkan harga minyak
dunia di masa pandemi Covid-19.

Kedua jurnal yang ditulis olen George N. Grammas dengan judul
Multilateral Responses to the Iragi Invasion of Kuwait: Economic Sanctions and
Emerging Proliferation Controls. Jurnal ini membahas tentang penurunan harga
minyak yang disebabkan oleh adanya tindakan invasi yang dilakukan oleh negara
Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 yang disebabkan oleh adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh negara Teluk dan Persia karena, melanggar
regulasi terkait ketentuan jumlah kuota produksi minyak. Dalam hal ini, Irak yang
merupakan salah satu negara anggota OPEC merasa bahwa telah terjadi tindakan
pelanggaran yang dilakukan oleh Kuwait. Kuwait berusaha untuk melebihkan
jumlah kuota produksi minyak yang menyebabkan ketidaksesuaina dengan regulasi
yang telah ditetapkan oleh OPEC. Dengan adanya hal tersebut, menyebabkan Irak
tidak terima dengan tindakan Kuwait yang melebihkan jumlah kuota produksi
minyak karena, dapat berdampak terhadap jumlah pasokan minyak dunia yang
berpengaruh terhadap jumlah penwaran dan permintaan minyak di pasar

internasional. Dengan adanya peristiwa tersebut, keputusan yang diambil oleh



OPEC dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan dengan cara
melakukan tindakan mediasi antar kedua negara tersebut yang dilaksanakan di Arab
Saudi dibawah kepengawasan Raja Fahd. Dari hasil mediasi antar kedua negara
tersebut, dapat mengahasilkan sebuah kesepakatan regulasi penetapan jumlah
kuota produksi minyak menjadi 22,491 juta barel per hari dan harga minyak dunia
menjadi 25 US $ dollar (Grammas 1991).

Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh
penulis yaitu membahas tentang kontribusi Irak terhadap persetujuan berlakunya
sebuah regulasi pemangkasan jumlah kuota produksi yang dibuat oleh OPEC demi
menjaga kestabilan harga minyak dunia dan kestabilan jumlah pasokan minyak bagi
dunia internasional. Dalam hal ini, Irak telah banyak berkontribusi terhadap sebuah
regulasi yang ditetapkan oleh OPEC meskipun Irak harus menghadapi
permasalahan. Perbedaan Jurnal tersebut dengan penelitian yang akan ditulis oleh
penulis yaitu penulis membahas tentang kepatuhan Irak terhadap regulasi OPEC
yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Irak.

Jurnal ketiga yang ditulis oleh Ralph B.Lake dan David R. Reitsema dengan
judul The Iragi Nationalization of the Iraq Petroleum Company: Implications for
the International Law of Expropriation. Jurnal ini membahas tentang keputusan
pemerintah Irak untuk menasionalisasikan perusahaan asing yang melakukan
kegiatan pengambilan minyak di wilayahnya dan menasionalisasikan jalur pipa
minyak yang menghubungkan Irak dengan negara di wilayah Mediterania yang
ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1972. Pembuatan kebijakan tersebut memiliki tujuan
untuk kepentingan nasional Irak. Kepentingan Nasional utama Irak adalah
memajukan perekonomian negaranya. Akan tetapi, dengan adanya keputusan
tersebut, Irak harus menghadapi masalah dengan perusahaan asing yang
berinvestasi di negaranya. Permasalahan tersebut, yaitu kebijakan yang ditetapkan
oleh pemerintah Irak ditetapkan pada saat terjadinya konflik antara negara Eropa
dan Amerika Serikat yang ingin menguasai sumber minyak di Irak pada tahun 1914-
1918. Selain itu, permasalahan lainnya adalah pembagian keuntungan antara Irak
dengan perusahaan asing yang mengambil minyak di wilayahnya yang
menyebabkan kerugian bagi Irak. Irak harus memotong jumlah kuota produksi

minyak hingga sekitar 50% dengan syarat harus menurunkan harga minyak sekitar



35%. Dengan adanya permasalahan tersebut, keputusan Irak berlawanan dengan
ketentuan hukum internasional. Oleh karena iu, keputusan Irak untuk
menasionalisasikan perusahaan minyak harus dipertimbangkan kembali oleh Irak
agar tidak berlawanan dengan Hukum Internasional yang menjadi sumber hukum
bagi seluruh negara di dunia (Lake and Reitsema 1972).

Jurnal tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan ditulis
oleh penulis yaitu membahas tentang kepentingan Irak untuk tetap menerapkan
kepentigan nasional negaranya, meskipun Irak harus menghadapi konsekuensi.
Tujuan Irak membuat kebijakan tersebut adalah untuk mengendalikan jumlah
pasokan minyak di negaranya untuk dapat meningkatkan pendapatan negaranya
melalui perdagangan minyak di pasar internasional. Kemudian, perbedaan jurnal
tersebut dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu, penulis ingin
membahas kebijakan dalam negeri yang dibuat oleh Irak setelah mematuhi regulasi
OPEC tahun 2020 yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional Irak, serta

menganalisis proses persetujuan Irak terhadap regulasi tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 di masa
pandemi Covid-19 terkait pengurangan jumlah kuota produksi bagi seluruh negara
produsen minyak, menyebabkan Irak harus memepersiapkan dan membuat
kebijakan dalam negerinya. Hal tersebut disebabkan oleh kepatuhan Irak terhadap
regulasi OPEC 2020 yang berperngaruh terhadap keberlangsungan kepentingan
Nasional Irak. Keputusan yang diambil oleh suatu negara memiliki pengaruh yang
besar terhadap kepentingan dan perilaku negara tersebut di dunia internasional.
Dengan adanya keputusan Irak tersebut, penulis ingin menganalisis proses Irak
mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, serta proses pengambilan keputusan Irak
untuk membuat kebijakan dalam negeri Irak yang diputuskan oleh Perdana Menteri
Mustafa Alkadhimi yang digunakan untuk merespon regulasi OPEC tentang
pengurangan jumlah kuota produksi minyak pada tahun 2020 di masa pandemi
Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri, terutama di bidang
ekonomi dengan menggunakan teori Bureaucratic  Politics Models yang
dikemukakan oleh Graham T. Allison.



Teori Bureaucratic Politics Models menjelaskan tentang suatu bentuk
keputusan politik luar negeri suatu negara yang dilakukan dengan cara birokrasi
antar aktor negara dan aktor non negara yang memiliki kepentingan di dalam negara
tersebut. Selain itu, teori Bureacratic Politics Models juga menjelaskan tentang
bentuk pengambilan keputusan politik dalam negeri yang digunakan untuk
merespon suatu pengaruh kebijakan organisasi internasional dan rezim
internasional yang berpengaruh terhadap kondisi di berbagai bidang di negara
tersebut yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara yang memiliki
kepentingan di negara tersebut. Hasil bentuk argumentasi aktor negara maupun
aktor internasional yang memiliki kepentingan di dalam negara tersebut dapat
mempengaruhi suatu bentuk keputusan politik luar negeri maupun politik dalam
negeri. Dalam hal ini, suatu bentuk Decision Making negara dapat menentukan arah
kebijakan politik luar negeri maupun politik dalam negeri suatu negara dengan
adanya proses bargaining atau tawar menawar pendapat antara aktor negara dan
aktor internasional di dalam menentukan sebuah keputusan (Allison and Halperin
1972).

Di dalam penjelasan teori Bureaucratic Politics terdapat beberapa variabel
yang dapat mempengaruhi suatu keputusan politik dalam negeri Irak yang
digunakan untuk menanggapi penerapan regulasi OPEC pada tahun 2020,

diantaranya:

a. Player in Position
Dalam hal ini, Player in Position memiliki peran suatu pemimpin negara
yang menjadi aktor individu dalam menentukan sebuah keputusan politik
luar negeri dan politik dalam negeri yang dibuat untuk menanggapi sebuah
keputusan dan regulasi yang ditetapkan oleh organisasi internasional
maupun rezim internasional yang terbagi menjadi Chief, Staff, Indians, dan
Ad Hocs.

b. Parochial Priorities, Perception and Issues
Variable ini menjelaskan tentang perbedaan setiap pemikiran aktor negara
yang memiliki peran terhadap sebuah keputusan politik luar negeri maupun
politik dalam negeri suatu negara. Dalam hal ini, kekuatan setiap aktor
negara memiliki keterbatasan kekuatan di dalam menentukan keputusan



politik luar negeri maupun politik dalam negeri. Oleh karena itu,
keterbatasan kekuatan aktor negara tersebut dapat dilihat dari proses tawar-
menawar atau birokrasi dari setiap aktor negara tersebut.

c. Interest Stakes and Power
Setiap aktor negara memiliki perbedaan pemikiran di dalam menentukan
sebuah keputusan politik luar negeri maupun politik dalam negeri. Dalam
hal ini, meskipun setiap aktor negara memiliki pemikiran yang berbeda
dalam menentukan sebuah keputusan, tujuan sebuah kebijakan politik luar
negeri maupun politik dalam negeri tetap menjadi prioritas utama bagi
setiap aktor negara. Oleh karena itu, Perdana Menteri Irak merupakan
kekuatan utama yang digunakan untuk menentukan kebijakan politik luar
negeri maupun politik dalam negeri negara tersebut.

d. The Problems and The Problems
Permasalahan yang muncul di dalam kebijakan politik luar negeri maupun
politik dalam negeri, dapat menjadi faktor terhambatnya pengambilan
keputusan kebijakan politik di negara tersebut. Dalam hal ini, setiap
permasalahan yang muncul di dalam menentukan kebijakan politik suatu
negara menjadi tanggungjawab bagi setiap aktor pemain yang berasal dari
anggota legislatif untuk diselesaikan di dalam parlemen agar tidak
menghambat kepentingan nasional dari negara tersebut.

e.Action and Channels
Dalam proses birokrasi yang dilakukan oleh aktor negara, setiap aktor
negara memiliki pemikiran dan kepentingan yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan kebijakan politik suatu negara. Dengan adanya hal
tersbut, setiap aktor negara berusaha untuk mencari dukungan dari pihak
swasta atau pihak diluar lingkungan pemerintah agar dapat menjadi
kekuatan bagi aktor negara tersebut di dalam parlemen.

f. Actions as Politics
Dalam menentukan sebuah keputusan kebijakan politik luar ngeri maupun
politik dalam negeri, keputusan pemimpin negara memiliki peran yang
besar di dalam memutuskan sebuah rencana dan arah kebijakan politik luar

negeri maupun politik dalam negeri sebuah negara. Dalam hal ini, Actions



as Politics kebijakan politik dalam negeri negeri yang digunakan lrak

untuk merespon regulasi OPEC tahun 2020 adalah Perdana Menteri Irak

yang memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan arah kebijakan politik
dalam negeri Irak yang digunakan untuk merespon berlakuknya regulasi

OPEC tahun 2020 bagi seluruh negara produsen minyak di dunia.

g. Streams of Outcome

Dalam teori Bureaucratic Politics atau teori Birokrasi, sebuah kebijakan

politik luar negeri maupun kebijakan politik dalam negeri sebuah negara

diputuskan dengan melalui proses bargaining atau tawar menawar antar
sesama aktor negara yang memiliki kepentingan terhadap negara tersebut.

Akan tetapi, kepentingan sebuah negara dan penyelesaian sebuah

permasalahan merupakan tujuan utama dari adanya proses birokrasi yang

dilakukan oleh aktor negara yang terlibat tersebut (Allison and Halperin

1972).

Dengan adanya beberapa variabel diatas, dapat mempengaruhi suatu bentuk
keputusan negara dalam menentukan kebijakan politik luar negeri, atau kebijakan
dalam negeri yang digunakan untuk merespon berlakunya suatu regulasi yang
dibuat oleh organisasi internasional dan rezim internasional yang berpengaruh
terhadap kepentingan nasional suatu negara. Penulis akan menggunakan teori
Bureaucratic Politics Models yang dikemukakan oleh Graham T. Allison dalam
menganalisis proses keputusan Irak mematuhi regulasi pemangkasan jumlah kuota
produksi yang dibuat oleh OPEC pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, serta
menganalisis kebijakan dalam negeri Irak yang dibuat setelah Irak berkomitmen
untuk patuh dengan regulasi OPEC tersebut. Dalam hal ini, proses bargaining atau
tawar menawar terjadi pada saat Decision Making yang dilakukan oleh kabinet
pemerintahan Irak dalam menentukan sebuah keputusan. Proses bargaining yang
dilakukan oleh anggota kabinet pemerintah Irak dilakukan melalui proses

parlementer.

1.7  Argumen Sementara

Irak merupakan salah satu negara anggota dan pendiri OPEC (Organization
of The Petroleum Exporting Countries). Pada tahun 2020, OPEC membuat sebuah
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regulasi tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi
Covid-19 yang bertujuan untuk menstabilkan harga minyak dunia, serta
mengendalikan jumlah pasokan minyak bagi dunia internasional di masa pandemi
Covid-19. Dalam hal ini, penerapan regulasi OPEC pada tahun 2020 membuat Irak
merasa keberatan untuk mematuhi regulasi tersebut. Hal tersebut terjadi akibat
industri minyak merupakan sumber utama Irak untuk meningkatkan perekonomian
negaranya melalui kegiatan industri dan perdagangan minyak. Dengan demikian,
meskipun Irak merasa keberatan untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020
tersebut, Irak tetap berkomitmen untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020.
Dalam hal ini, Irak membuat keputusan membuat kebijakan dalam negeri yang
digunakan untuk melaksanakan kepentingan Nasional negaranya setelah mematuhi
regulasi tersebut. Pada tahun 2020 juga merupakan tahun terberat bagi Irak untuk
merevolusi sistem pemerintahan negaranya, demi kemajuan di berbagai bidang.
Oleh karena itu, dengan kepatuhan Irak terhadap regulasi OPEC tahun 2020
menjadi tantangan besar bagi perdagangan Irak yang mengandalkan industri
minyak sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan memajukan

perekonomian negara.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, bersumber dari karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan buku.
Kemudian, sumber data yang telah dituliskan oleh penulis dapat

dipertanggungjawabkan keasliannya.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah penelitian kualitatif.
Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif memiliki konsep yaitu
sebuah hasil analisis data yang bersumber dari hasil observasi penulis
terhadap jurnal ilmiah, buku, dan karya tulis ilmiah (Creswell and Creswell
2018). Kemudian, penulis akan mengumpulkan hasil data terkait sejarah,
peristiwa, dan organisasi internasional yang berkaitan dengan Irak dan
OPEC.
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1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dari penelitian ini yaitu Irak dan objek dari penelitian ini adalah
pengaruh regulasi OPEC pada tahun 2020 terhadap kebijakan domestik dan

luar negeri Irak, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data
Dalam metode hasil pengumpulan data ini, penulis menggunakan data
sekunder. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel
ilmiah. Kemudian, metode observasi dipilih penulis untuk melakukan

pencarian data yang digunakan di dalam penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian
Proses penelitian ini dilakukan penulis dengan melakukan pencarian data
melalui media internet dan buku secara daring. Kemudian, setelah penulis
mendapatkan hasil data yang diinginkan, penulis akan memasukkan hasil

pencarian data tersebut kedalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Berikut isi rangkuman sistematis dari seluruh isi proposal ini, diantaranya :
BAB I: Pendahuluan
Pada bab 1 ini berisikan tentang latar belakang yang membahas tentang
pentingnya peran suatu kebijakan dalam negeri dalam menanggapi suatu
regulasi dan peraturan yang berasal dari organisasi dan rezim internasional
yang diterapkan di negaranya.
BAB II: Respon IRAK Terhadap Regulasi OPEC Tentang
Pengurangan Jumlah Kuota Produksi Minyak Tahun 2020
Pada bab Il ini menjelaskan tentang hubungan keanggotaan Irak di dalam
OPEC dan proses persetujuan Irak terhadap berlakunya regulasi
pemotongan jumlah kuota produksi minyak yang dibuat oleh OPEC, serta
menjelaskan respon dan dampak yang harus dihadapi oleh Irak setelah
menyetujui berlakunya regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak
pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.
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BAB I1ll: Analisis Bureaucratic Politics Models Irak Dalam
Keputusannya Mematuhi Regulasi OPEC Tahun 2020

Pada bab Il ini menjelaskan tentang proses Decision Making Irak untuk
berkomitmen dan mematuhi regulasi pemotongan jumlah kuota produksi
minyak pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yang dibuat oleh
OPEC, serta menjelaskan respon dan kebijakan dalam negeri Irak yang
dibuat oleh pemerintah Irak setelah Irak berkomitmen untuk mematuhi
regulasi OPEC tahun 2020 dengan menggunakan prespektif Bureaucratic
Politics Models yang dikemukakan oleh Graham T. Allison.

BAB IV: Penutup

Pada bagian bab terakhir ini, membahas tentang kesimpulan dari seluruh

hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti dan rekomendasi.
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BAB Il
RESPON IRAK TERHADAP REGULASI OPEC TENTANG
PENGURANGAN JUMLAH KUOTA PRODUKSI MINYAK TAHUN 2020

2.1  Hubungan Irak dan OPEC

Irak merupakan salah satu anggota OPEC (Organization of The Petroleum
Exporting Countries) yang bergabung sejak awal berdirinya OPEC pada tanggal 14
September 1960 dan Irak merupakan salah satu negara pelopor berdirinya OPEC.
Hubungan keanggotaan dan kerjasama Irak dengan OPEC terus mengalami
perkembangan sejak berdirinya organisasi tersebut hingga pada masa sekarang.
Perkembangan hubungan keanggotaan dan kerjasama Irak dengan OPEC tersebut
dapat dilihat dengan adanya berbagai macam bentuk kesepakatan yang telah dibuat,
kontribusi Irak terhadap setiap regulasi yang telah ditetapkan oleh OPEC, dan
hubungan kerjasama Irak dengan negara anggota OPEC maupun negara non
anggota OPEC. Hubungan keanggotaan Irak dengan OPEC sendiri berjalan dengan
adanya pengaruh dari kebebasan suatu negara untuk bergabung dengan setiap
organisasi dan rezim internasional yang ada di dalam sistem politik internasional
(Organization of Petroleum Exporting Countries 2022).

Hubungan Irak dengan OPEC sudah terbentuk sejak lama semenjak
berdirinya organisasi internasional tersebut, dalam hal ini perkembangan OPEC di
dunia internasional tidak lepas dari peran Irak yang memberikan dukungannya
terhadap setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh OPEC. Hal tersebut
dapat terjadi ketika OPEC yang telah menjadi organisasi internasional resmi yang
beranggotakan negara-negara produsen minyak. Peran OPEC bagi negara produsen
minyak memiliki peran yang besar, termasuk Irak. Kekuatan OPEC di dunia
internasional memiliki kekuatan yang besar dengan adanya kebijakan dan regulasi
yang dibuat oleh organisasi internasional tersebut. Peran OPEC terhadap industri
minyak Irak memiliki pengaruh yang besar dalam menyelesaikan permasalahan
minyak Irak seperti, nasionalisasi industri minyak Irak pada tahun 1972 dan
penyelesaian kasus invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 yang berpengaruh

terhadap industri minyak (Colgan 2014).
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Kemudian, hubungan Irak dan OPEC dapat dilihat dari komitmen Irak
terhadap setiap regulasi dan kebijakan OPEC yang diterapkan di bidang industri
minyak internasional. Dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah
Irak untuk tetap mengikuti regulasi OPEC pada tahun 2020 tentang pengurangan
jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19, Irak tetap mematuhi
penerapan regulasi tersebut meskipun kondisi ekonomi dan perdagangan minyak
Irak yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut
disampaikan oleh Menteri perminyakan Irak Ihsan Ismail. Tujuan Irak tetap
mematuhi regulasi tersebut adalah Irak memiliki peran penting terhadap kestabilan
harga minyak di pasar internasional, serta Irak berusaha untuk berkomitmen penuh
terhadap OPEC dan G20 (Government of Iraq 2020).

Hubungan Irak dengan OPEC sudah terbentuk sejak lama semenjak
berdirinya organisasi internasional tersebut, dalam hal ini perkembangan OPEC di
dunia internasional tidak lepas dari peran Irak yang memberikan dukungannya
terhadap setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh OPEC. Hal tersebut
dapat terjadi ketika OPEC yang telah menjadi organisasi internasional resmi yang
beranggotakan negara-negara produsen minyak. Peran OPEC bagi negara produsen
minyak memiliki peran yang besar, termasuk Irak. Kekuatan OPEC di dunia
internasional memiliki kekuatan yang besar dengan adanya kebijakan dan regulasi
yang dibuat oleh organisasi internasional tersebut. Peran OPEC terhadap industri
minyak Irak memiliki pengaruh yang besar dalam menyelesaikan permasalahan
minyak Irak seperti, nasionalisasi industri minyak Irak pada tahun 1972 dan
penyelesaian kasus invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 yang berpengaruh
terhadap industri minyak (Colgan 2014).

Kemudian, hubungan Irak dan OPEC dapat dilihat dari komitmen Irak
terhadap setiap regulasi dan kebijakan OPEC yang diterapkan di bidang industri
minyak internasional. Dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah
Irak untuk tetap mengikuti regulasi OPEC pada tahun 2020 tentang pengurangan
jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19, Irak tetap mematuhi
penerapan regulasi tersebut meskipun kondisi ekonomi dan perdagangan minyak
Irak yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut

disampaikan oleh Menteri perminyakan Irak Ihsan Ismail. Tujuan Irak tetap
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mematuhi regulasi tersebut adalah Irak memiliki peran penting terhadap kestabilan
harga minyak di pasar internasional, serta Irak berusaha untuk berkomitmen penuh
terhadap OPEC dan G20 (Government of Iraq 2020).

Selain itu, perkembangan hubungan Irak dengan OPEC terus mengalami
perkembangan. Keharmonisan hubungan Irak dengan OPEC dapat dilihat dengan
Irak menjadi lokasi pertemuan penting antara negara anggota OPEC maupun
negara non-anggota OPEC yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2022 . Hal
tersebut dibuktikan dengan perayaan 60 tahun berdirinya OPEC yang
diselenggarakan di kota Baghdad, Irak. Selain Irak menjadi lokasi perayaan 60
tahun berdirinya OPEC, Menteri perminyakan Irak Abdul Jabbar Ismael juga
menjadi ketua delegasi dalam pertemuan OPEC tersebut. Dalam sebuah pernyataan
yang disampaikan oleh Menteri perminyakan Irak Abdul Jabbar Ismael
menjelaskan bahwa, “Irak bangga telah menjadi bagian dari negara pelopor
berdirinya OPEC serta Irak telah menjadi lokasi lahirnya organisasi tersebut”.
Kemudian, Irak terus memberikan dukungan terhadap setiap bentuk strategi yang
dibuat oleh OPEC dengan tujuan untuk menstabilkan pasar minyak internasional.
Hal tersebut dibuktikan dengan penandatangan Deklarasi kerjasama antara OPEC
dengan 10 negara produsen minyak non-anggota OPEC pada tanggal 10 Desember
2016. Kemudian, kontribusi lain Irak di dalam mendukung program kerja OPEC
adalah peran penting Irak untuk meresmikan Piagam Kerjasama yang
diselenggarakan pada saat berlangsungnya pertemuan ke-6 antara Perdana Menteri
OPEC dengan Perdana Menteri non-anggota OPEC yang dilaksanakan pada tanggal
2 Juli 2019 yang dibuktikan dengan keberhasilan Irak sebagai negara pertama yang
meresmikan Piagam Kerjasama antara negara anggota OPEC dengan negara non-

anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries 2022).

2.2 lrak menyetujui regulasi OPEC tahun 2020

OPEC dan OPEC+ mulai mengusulkan regulasi tentang pengurangan
jumlah kapasitas produksi minyak menjadi 1,5 juta barel per hari bagi seluruh
negara produsen minyak pada tahun 2020 yang sudah direncanakan sejak tanggal 5
Maret 2020. Kemudian, pada bulan April 2020, OPEC dan OPEC+ telah resmi
membuat regulasi dan kebijakan untuk mengurangi kapasitas produksi minyak di
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masa pandemi Covid-19 menjadi 9,7 juta barel perhari yang diterapkan pada bulan
Mei dan Juni. Rencana OPEC dan OPEC + untuk membuat regulasi pemotongan
jumlah kuota produksi minyak bagi seluruh negara produsen minyak diseluruh
dunia ditetapkan dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah pasokan dan harga
minyak dunia. Dengan adanya rencana pemotongan jumlah kuota produksi minyak
bagi negara produsen minyak yang ditetapkan olen OPEC, Irak harus banyak
menghadapi permasalahan. Permasalahan yang dihadapi Irak diantaranya, turunnya
perekonomian negara yang disebabkan oleh berkurangnya pendapatan ekspor
minyak yang disebabkan oleh regulasi pembatasan jumlah kuota produksi minyak
yang dibuat olen OPEC. Dengan adanya hal tersebut, menyebabkan pemerintah
Irak harus menanggung biaya gaji dan biaya jaminan pensiun bagi masyarakat yang

bekerja di bidang industri dan instansi pemerintahan (Husein 2021).

Persetujuan Irak untuk menerapkan regulasi OPEC pada tahun 2020 dimulai
sejak kuartal kedua setelah regulasi tersebut diterapkan oleh OPEC tepatnya di
bulan Mei, yang berlanjut hingga bulan Desember tahun 2020. Industri minyak
merupakan komoditas utama bagi Irak untuk meningkatkan PDB negara harus
menjadi fokus utama bagi pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi
negara. Kepatuhan Irak terhadap setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh
OPEC merupakan tanggungjawab dan kewajiban Irak sebagai negara pencetus
berdirinya OPEC, meskipun Irak harus menghadapi resiko yang besar. Salah satu
resiko yang dihadapi oleh Irak yaitu, Irak tetap harus mematuhi perjanjian dan
kesepakatan yang telah dibuat dengan perusahaan minyak internasional (IOC)
Perjanjian Irak dengan (I0C) adalah kontrak bagi hasil perdagangan minyak di
pasar internasional. Selain itu, kerjasama (IOC) dengan Irak memiliki tujuan, yaitu:
untuk memenuhi target produksi minyak yang ditetapkan oleh Irak, memberikan
hak kepada (IOC) untuk melakukan pengeboran minyak di wilayahnya, dan
kerjasama untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak. Dengan adanya rencana
regulasi pengurangan jumlah kuota produksi minyak yang dilakukan oleh OPEC
yang sudah direncanakan sejak awal bulan Maret, Irak beserta negara produsen
minyak lainnya baru menyetujui berlakunya regulasi tersebut pada bulan Mei.

Pengurangan jumlah kuota produksi minyak yang dilakukan oleh Irak sebesar 1,06
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juta barel per hari pada bulan Mei, serta pada bulan Juni sekitar 3,592 juta barel per
hari yang sebelumnya 4,653 juta barel per hari (Council on Foreign Relations 2020).

2.3  Dampak yang Dihadapi oleh Irak Akibat Adanya Penerapan Regulasi
OPEC Tahun 2020

a. Ekonomi

Pada masa awal terjadinya pandemi Covid-19, pasar minyak internasional
mengalami penurunan harga akibat penawaran dan permintaan minyak yang tidak
seimbang antara negara produsen dengan negara konsumen. Penurunan jumlah
kuota produksi minyak sebesar 9,7 juta barel terjadi pada bulan Mei-Juni, kemudian
kebijakan pemangkasan jumlah kuota minyak berlanjut hingga pada bulan Juli-
Desember 7,7 juta barel (VOA 2020). Kondisi dunia internasional yang terus
mengalami krisis di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, perdagangan, dan
lain sebagainya menyebabkan banyak negara yang harus mempersiapkan strategi
dalam menghadapi dampak dari adanya pandemi Covid-19, termasuk Irak. Dalam
hal ini, OPEC yang merupakan organisasi internasional yang mengatur jumlah
ketersediaan minyak bagi dunia internasional dan mengatur harga minyak di pasar
internasional juga harus menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 tersebut,
Untuk menghadapi kondisi tersebut, OPEC dan OPEC + membuat regulasi tentang
pengurangan jumlah kuota produksi minyak bagi negara anggota dan non anggota
OPEC yang memiliki tujuan untuk mengendalikan harga minyak dan
mengendalikan jumlah pasokan minyak dunia. Faktor yang mempengaruhi
terbentuknya regulasi OPEC pada tahun 2020 tentang pengurangan jumlah kuota
produksi minyak bagi negara produsen minyak, diantaranya, adanya konflik antara
negara anggota OPEC, kondisi permintaan minyak di pasar internasional yang
turun, adanya persaingan pencapaian jumlah kuota produksi antara sesama negara
produsen minyak, dan adanya penurunan di bidang ekonomi dan perdagangan
minyak internasional akibat pandemi Covid-19 (Martin 2022).

Selain itu, Irak merupakan negara yang menempati urutan ke-2 sebagai
negara produsen minyak terbesar di dunia. Industri minyak Irak menyumbang
sekitar 4,5 Juta (BPD) Barrel Per Day. Industri minyak memberikan keuntungan
bagi Irak sebesar 100% PDB pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 industri minyak
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Irak memberikan keuntungan sekitar 43%. Pada tahun 2020, terjadi pandemi
Covid-19 yang menyebabkan harga minyak dunia turun sekitar 35%. Dan dengan
adanya regulasi OPEC pada tahun 2020, PDB Irak turun menjadi 16% (Nakle
2021).

Setelah Irak menyetujui berlakunya regulasi OPEC pada tahun 2020 tentang
pengurangan jumlah kuota produksi minyak bagi negara anggota dan negara non
anggota OPEC, Irak harus banyak menghadapi permasalahan akibat adanya
penerapan regulasi tersebut. Dengan adanya kondisi melemahnya ekonomi dan
perdagangan internasional yang melemah akibat adanya pandemi Covid-19,
menyebabkan Irak harus mengalami krisis ekonomi dan perdagangan. Selain itu,
faktor lain yang menyebabkan Irak mengalami penurunan di bidang industri
minyak disebabkan oleh adanya konflik antara Rusia dan Arab Saudi sehingga
menyebabkan harga minyak turun sekitar 50% (Alnasrawi, Abed and Muslim
2020). Industri minyak merupakan sektor utama bagi Irak yang digunakan untuk
meningkatkan PDB dan ekonomi,serta menjadi sumber utama perdagangan Irak
melalui kegiatan ekspor minyak di pasar internasional. Penurunan PDB Irak yang
bersumber dari kegiatan ekspor minyak mengalami penurunan sekitar 11%. Dalam
hal ini, terdapat laporan perkembangan ekonomi Irak di masa pandemi Covid-19
yang terdapat di dalam hasil laporan International Monetary Fund (IMF). Laporan
International Monetary Fund (IMF) berisikan tentang laporan keuangan dan
strategi ekonomi berkelanjutan di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan

pinjaman dari IMF (International Monetary Fund 2021).
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Gambar 3. 1 Laporan International Monetary Fund (IMF)
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Rencana Irak untuk menambah hutang negara kepada IMF memiliki tujuan
untuk menstabilkan ekonomi negara akibat adanya pandemi Covid-19 dan
persetujuan Irak terhadap regulasi OPEC tentang pengurangan jumlah kuota
produksi minyak di masa pandemi Covid-19 serta menurunnya kegiatan ekspor
minyak Irak di pasar internasional akibat permintaan minyak di pasar internasional
yang menurun. Laporan tersebut adalah konsultasi pasal IV 2020 antara Dewan
Eksekutif IMF dengan Irak, dan laporan tersebut berisikan hasil data keuangan Irak
selama pandemi Covid-19. Setelah adanya tinjauan dan konsultasi dari dewan
eksekutif IMF terhadap Irak, dewan eksekutif IMF memberikan saran kepada Irak
untuk dapat menghadapi permasalahan ini. Saran tersebut berisikan tentang
beberapa bentuk kebijakan yang dapat diterapkan oleh Irak. Kebijakan tersebut
diantaranya, kebijakan reformasi Fiskal yang bertujuan untuk menjaga
perekonomian negara dan untuk strategi keberlanjutan utang kepada IMF dan
rencana anggaran negara tahun 2021 yang berisikan strategi Irak untuk
meningkatkan pendapatan negara melalui industri non-minyak, kebijakan untuk
mengurangi subsidi energi tidak terbarukan, dan bantuan dana untuk meningkatkan
fasilitas Kesehatan yang digunakan untuk menangani persebaran pandemi Covid-
19 (International Monetary Fund 2021).

Kemudian permasalahan lain yang dihadapi oleh Irak akibat adanya
penerapan regulasi OPEC untuk mengurangi jumlah kuota produksi minyak di
masa pandemi Covid-19, adalah menurunnya nilai saham industri minyak di pasar
bursa saham internasional. Dalam hal ini, Irak yang sepenuhnya bergantung kepada
industri minyak harus banyak mengalami kerugian. Kerugian tersebut akibat
rendahnya harga minyak dunia serta menurunnya minat investasi asing untuk
berinvestasi di industri minyak. Menurunnya nilai saham minyak di pasar saham
internasional adalah pembatasan aktivitas masyarakat untuk beraktivitas seperti
bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya menyebabkan kegiatan perindustrian di
berbagai bidang menjadi terbatas, termasuk industri minyak. Selain itu, faktor
menurunnya pencapaian jumlah kuota produksi bagi negara produsen minyak juga
memberikan dampak terhadap menurunnya nilai saham minyak. Dengan adanya
permasalahan tersebut, Bank sentral Irak menggunakan sistem lelang Valuta asing

dengan mengendalikan nilai tukar saham di pasar Valuta asing. Hal tersebut
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merupakan kebijakan yang digunakan untuk mencapai stabilitas kebijakan moneter
Irak yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian Irak (Asaad 2021).

b. Menghambat perbaikan dan pengembangan jaringan jalur pipa minyak

Irak

Dampak Irak mematuhi regulasi pengurangan jumlah kuota produksi
minyak yang dibuat oleh OPEC di masa pandemi Covid-19 berdampak terhadap
laju pembangunan infrastruktur industri minyak Irak. Pembangunan dan perbaikan
jaringan jalur pipa minyak Irak harus mengalami keterlambatan akibat penerapan
regulasi OPEC yang berpengaruh terhadap jumlah pasokan minyak di kilang
minyak. Industri minyak termasuk komoditas utama perdagangan Irak di pasar
internasional. Kepatuhan Irak terhadap regulasi OPEC di masa pandemi Covid-19
menyebabkan Irak harus memangkas anggaran dana yang digunakan untuk
pembangunan dan pengembangan proyek di bidang industri minyak. Hal tersebut
disebabkan oleh turunnya harga minyak di pasar internasional serta berlakunya
regulasi OPEC tersebut menyebabkan keuntungan Irak di bidang ekspor menurun.
Oleh karena itu, jaringan jalur pipa minyak sangatlah penting bagi industri minyak
dalam mendistribusikan minyak mentah ke pelabuhan dan kilang minyak. Selain
itu, Irak juga juga berencana untuk menambah jumlah kapasitas kilang minyak agar
dapat menampung jumlah volume minyak yang lebih besar. Rencana Irak untuk
menambah jumlah kapasitas kilang minyak berjumlah sekitar 140.000 barel perhari
serta rencana penambahan unit distilasi minyak mentah sekitar 70.000 barel perhari
di kilang minyak Basrah (S&P Global Comodity Insight 2022).

c. Menurunkan Jumlah Pencapaian Ekspor dan Produksi Minyak Irak

Irak merupakan salah satu negara di dunia yang termasuk sebagai negara
produsen minyak terbesar di dunia. Hal tersebut dapat dapat dibuktikan dengan
pencapaian jumlah kuota produksi minyak pada tahun 2013 hingga 2019 yang
mengalami peningkatan di setiap tahunnya sekitar 1,7 barel per hari. Akan tetapi,
pada tahun 2020 merupakan tahun yang tidak baik bagi industri minyak Irak. Hal
tersebut disebabkan oleh industri minyak Irak mengalami penurunan jumlah
pencapaian kuota produksi minyak sekitar 4,1 juta barel per hari akibat Irak
berusaha untuk mematuhi regulasi OPEC dan OPEC+ untuk mengurangi jumlah
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kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19. Keputusan Irak untuk mematuhi
regulasi OPEC dilaksanakan pada kuartal kedua tahun 2020. Hal tersebut juga
didukung dengan situasi dunia internasional yang mengalami kekacauan dan
penurunan di berbagai bidang akibat adanya persebaran pandemi Covid-19.
Meskipun Irak pernah mengalami penurunan jumlah pencapaian kuota produksi
minyak di tahun 2019, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah pencapaian
kuota produksi minyak dengan jumlah sekitar 4,4 juta barel per hari (U.S
international Information Administration 2022).

Dampak Irak mematuhi dan menyetujui regulasi OPEC pada tahun 2020
untuk mengurangi jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi Covid-19
adalah menurunnya jumlah ekspor minyak Irak di pasar internasional. Jumlah
sekitar 2,763 juta barel per hari pada bulan juli (Reuters, Irag seeks exemption from
OPEC export cut deal next year 2020). Kemudian, pendapatan ekspor Irak turun
menjadi 45 millliar US dollar di tahun 2020 menurut laporan IMF (International
Monetary Fund) (U.S international Information Administration 2022). Selain itu,
Komitmen Irak terhadap regulasi pemotongan kapasitas kuota produksi minyak
yang dibuat oleh OPEC pada tahun 2020 juga membuat Irak harus menghadapi
ancaman divestasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak internasional.
Kementrian perminyakan Irak memiliki tanggungjawab terhadap beberapa
produsen minyak yang berasal dari perusahaan minyak tengah/midland, perusahaan
minyak utara (NOC), perusahaan minyak Dhi Qar, Basrah Oil Company (BOC),
dan Missan Oil Company (MOC). Sementara Itu, perusahaan minyak internasional
yang tergabung menjadi Integrated Operation Center (IOC) yang bekerja sama
layanan teknis Two Stage Combustion (TSC). Kerjasama perusahaan minyak
internasional (IOC) dengan layanan teknis (TSC) diharapkan dapat menghemat

biaya produksi minyak (International Trade Administration 2021).

2.4 Pengaruh Kebijakan White Paper for Economic Reform sebagai
Solusi Meningkatkan Ekonomi Negara di Masa Pandemi Covid-19,

serta Kepatuhannya Terhadap Regulasi OPEC

Pada tanggal 06 Juni, 2020 Irak hadir dalam pertemuan dengan negara-
negara produsen minyak yang diadakan oleh OPEC di Wina, Austria. Pada
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pertemuan tersebut, juru bicara kementerian minyak Irak Assem Jihad memberikan
pernyataan bahwa Irak tetap menyetujui dan menerapkan regulasi OPEC tentang
pengurangan jumlah kuota produksi minyak di tahun 2020 yang dimulai sejak bulan
Mei di masa pandemi Covid-19. Dalam pernyataan tersebut, Irak menjelaskan
bahwa meskipun kondisi ekonomi dan perdagangan Irak sedang mengalami
penurunan, Irak tetap berkomitmen penuh terhadap penerapan regulasi OPEC untuk
mengurangi jumlah kuota produksi minyak (Organization of The Petroleum
Exporting Countries 2020).

Dengan adanya keputusan Irak untuk tetap berkomitmen untuk patuh
terhadap regulasi OPEC tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak pada
tahun 2020, Irak harus menerima dan menghadapi konsekuensi dari adanya
penerapan regulasi tersebut. Konsekuensi yang dihadapi oleh Irak adalah, Irak
harus menghadapi krisis ekonomi dan perdagangan akibat meluasnya persebaran
pandemi Covid-19 dan harga minyak dunia yang turun. Untuk menghadapi kondisi
krisis ekonomi dan perdagangan akibat adanya pandemi Covid-19 dan komitmen
Irak untuk menerapkan regulasi OPEC tahun 2020, Irak membuat sebuah
perumusan kebijakan White Paper for Economic Reform (WPER). WPER
merupakan sebuah bentuk respon dan kebijakan Irak karena mengalami krisis
ekonomi dan perdagangan. Dalam hal ini, WPER merupakan solusi Irak yang
memiliki tujuan utama untuk mengatasi penurunan ekonomi dan juga mereformasi
sistem ekonomi negara. Selain itu, WPER dibuat atas adanya tujuan dari pemerintah
Irak untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat dan untuk memajukan
perekonomian negara. Rancangan strategi ekonomi Irak dibuat dengan tujuan
pertamanya, yaitu untuk membentuk program reformasi dengan melakukan defisit
anggaran negara agar terciptanya ruang fiskal dalam pelaksanaan reformasi jangka
waktu pendek hingga menengah (3-5 tahun). Kemudian, yang kedua yaitu
memperluas sektor ekonomi swasta dan memberikan anggaran dana untuk
mengembangkan sektor non-minyak seperti, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan
lain sebagainya. Dalam isi WPER dijelaskan tentang faktor-faktor yang
menyebabkan ekonomi Irak menurun diantaranya:

a. Berkurangnya pendapatan Irak yang berasal dari industri minyak akibat

harga minyak dunia yang turun.
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b. Sistem pemerintahan yang kurang modern dalam mengelola pendapatan
negara.

c. Lemahnya kekuatan lembaga keuangan negara dalam mengelola keuangan
negara.

d. Meluasnya persebaran pandemi Covid-19 yang berdampak ke berbagai
bidang seperti, kesehatan, sosial, Pendidikan, ekonomi, industri,
pariwisata, dan menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terbatas.

e. Sistem perbankan Irak yang kurang modern.

f. Aksi terorisme yang meningkat, hal tersebut menyebabkan kerusakan pada
fasilitas umum milik negara. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Irak
harus mengeluarkan anggaran dana lebih untuk melawan aksi terorisme
tersebut serta memperbaiki fasilitas umum yang hancur akibat aksi
terorisme tersebut (Government of Iraq 2020).

Menurut World Bank dengan penerapan reformasi ekonomi yang dilakukan
oleh Irak dapat meningkatkan pertumbuhan GDP sebesar 58,4%, akan tetapi World
Bank juga berpendapat bahwa kemungkinan tersebut dapat terjadi apabila Irak mau
keluar dari kerapuhan sistem politik dan ekonomi negaranya. Dalam hal ini,
pemerintah Irak telah menyetujui penerapan WPER yang mulai diterapkan pada
bulan Oktober tahun 2020 dengan rencana perkembangan kemajuan ekonomi Irak
sekitar (3-5 tahun). Pernyataan World Bank tersebut didukung dengan melihat
kondisi perekonomian Irak pada tahun 2020. Perekonomian Irak pada tahun 2020
yang mengalami penyusutan sekitar 9,5%. Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya
pembatasan jumlah kuota produksi yang dilakukan oleh OPEC, sehingga
menyebabkan pendapatan Irak di bidang industri minyak turun. Kemudian, Faktor
lain yang menyebabkan Gross Domestic Product (GDP) Irak turun adalah
penyusutan GDP pada sektor non-minyak sekitar 9,2% yang disebabkan oleh
adanya pandemi Covid-19. Dengan adanya faktor tersebut, menyebabkan
pendapatan Irak mengalami penurunan sekitar 47,5% pada 8 bulan pertama di tahun
2020. Meskipun pendapatan Irak mengalami penurunan, pemerintah Irak tetap
memiliki kewajiban untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui tagihan
dana pensiun dan pertanggungjawaban terhadap upah publik. Kemudian, dengan

adanya kewajiban pemerintah Irak untuk mensejahterakan ekonomi
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masyarakatnya, pemerintah Irak harus meningkatkan anggaran dana sekitar 25,8%
yang berasal dari GDP pada akhir tahun 2020 (The World Bank 2020).

Selain itu, keputusan pemerintah Irak untuk menerapkan kebijakan White
Paper untuk mereformasi sistem ekonomi negara juga memberikan dampak yang
positif di bidang industri gas alam dan minyak Irak. Di bidang industri minyak
WPER berperan sebagai pembaruan di dalam pembuatan UU tentang industri
minyak yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja produksi minyak. Pembaruan
tersebut diantaranya, UU tentang penentuan lokasi dan prosedur pengelolaan kilang
minyak, UU tentang perdagangan impor minyak di pasar internasional, pembaruan
UU industri minyak yang dilakukan oleh kementerian perminyakan Irak, dan UU
yang mengatur kegiatan produksi minyak yang dilakukan oleh perusahaan nasional.
Dampak positif lainnya yang dapat memberikan kemajuan di bidang industri
minyak adalah peningkatan jaringan transportasi yang digunakan untuk
memudahkan pendistribusian produk hasil olahan minyak bumi, gas alam, dan
minyak mentah. WPER juga mereformasi jaringan perdagangan ekspor dengan
tujuan untuk memperluas infrastruktur ekspor. Pembuatan kebijakan WPER juga
digunakan untuk mengendalikan jumlah kuota produksi minyak di masa pandemi
Covid-19 agar tetap memberikan keuntungan bagi Irak, setelah Irak mematuhi
regulasi OPEC pada tahun 2020 (Ishaq 2021).

Dalam hal ini, WPER memiliki program yang digunakan untuk
mereformasi sistem ekonomi Irak dan digunakan untuk memajukan perekonomian

negara, diantaranya:
1. Strategi Irak untuk mencapai stabilitas keuangan yang stabil

a. Mengurangi jumlah defisit negara sekitar 3% dari jumlah awal sekitar 20%
yang berasal dari GDP. Kemudian, mengurangi jumlah pengeluaran
anggaran dana untuk biaya gaji publik sekitar 25% menjadi 12,5% yang
berasal dari anggaran dana federal.

b. Merubah sistem pengelolaan keuangan negara.

c. Meningkatkan jumlah pendapatan negara melalui pajak dan Bea cukai.

d. Mengembalikan dana hasil korupsi, aset negara, dan dana hasil dari
pencucian uang yang dilakukan oleh koruptor.

e. Memantau nilai tukar kurs mata uang Dinar dengan Mata uang kurs Dollar.
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f.

Mereformasi dana pensiun yang diberikan oleh pemerintah Irak dengan
membatasi masuknya anggaran dana yang berasal dari anggaran Federal.
Meninjau kembali tarif biaya listrik yang berlaku bagi sektor industri dan
pemukiman masyarakat, serta menyesuaikannya dengan tarif yang
disesuaikan dengan harga bahan bakar minyak di pasar internasional
(Government of Iraq 2020).

2. Penerapan reformasi strategis dan menciptakan kesempatan kerja yang

berkelanjutan

a.

Modernisasi dan memulihkan sektor keuangan negara agar lebih
berkembang.

Modernisasi sistem perbankan Irak dengan meningkatkan pengembangan
sistem pada bank pemerintah dan bank swasta. Kemudian, menerapkan
sistem Core banking system di bank Al-Rafidain dan Rasshed.
Menerapkan sistem perbankan elektronik dengan menggembangkan sistem
e-banking.

Meningkatkan pendapatan negara melalui pasar komoditas saham dan pasar
pertukaran mata uang.

Meningkatkan strategi untuk menambah pendapatan negara melalui industri
migas dan pertanian.

Memberikan bantuan anggaran dana terhadap sektor industri swasta dengan
memudahkan prosedur permintaan bantuan anggaran dana dan memberikan
bentuk bantuan lainnya.

Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Irak dan mendukung usaha
kecil menengah (UMKM) milik swasta.

Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang
terkoneksi dengan perusahaan swasta dengan tujuan untuk menciptakan

tenaga kerja yang berkualitas (Government of Irag 2020).

3. Meningkatkan infrastruktur dasar

a.
b.

Meningkatkan kemampuan kinerja di sektor listrik.
Meningkatkan layanan jaringan internet kepada masyarakat menjadi (4G).
Kemudian, Irak juga ingin meningkatkan layanan jaringan internet menjadi

(5G) yang dilaksanakan secara bertahap.

26



c. Modernisasi peraturan pada bidang layanan transportasi publik dan
meningkatkan minat investor swasta untuk berinvestasi di bidang
transportasi publik.

d. Mengembangkan wilayah khusus zona industri (Government of Irag 2020).

4. Menyediakan layanan dasar dan melindungi kelompok rentan selama
dan setelah proses reformasi

a. Meningkatkan jumlah pasokan air minum bagi masyarakat dan
meningkatkan pembangunan saluran irigasi air yang digunakan untuk
memudahkan pendistribusian air ke lahan pertanian, selain itu pemerintah
berusaha meningkatkan pembangunan saluran sanitasi.

b. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan fasilitas
pendidikan dengan mendirikan 1.000 bangunan sekolah.

c. Mereformasi sistem jaminan sosial bagi masyarakat

d. Meningkatkan sistem pelayanan terhadap masyarakat yang telah pensiun
dengan memberikan bantuan dana dengan menyesuaikan kategori
masyarakat tersebut bekerja seperti, swasta, koperasi, publik, dan
pemerintahan.

e. Menyelesaikan rancangan undang-undang (UU) tentang asuransi Kesehatan
bagi masyarakat dengan tujuan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati
asuransi Kesehatan tersebut (Government of Iraq 2020).

5. Memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkenalkan perubahan
pada kerangka hukum untuk memudahkan lembaga internasional dan
individu untuk dapat menerapkan reformasi Irak.

a. Mereformasi dan merubah peraturan pemerintah terkait kerjasama antara
organisasi internasional dan negara lain dengan Irak.

b. Pemerintah berusaha untuk memodernisasi sistem pemerintahannya dengan
menggunakan sistem e-governance yang digunakan untuk memudahkan
pengawasan terhadap masuknya pendapatan negara yang bersumber dari
pajak dan bea cukai, serta memudahkan pemerintah untuk melakukan
pengawasan terhadap lembaga swasta atau internasional yang bekerja sama
dengan pemerintah.
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C.

Pemerintah melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang
digunakan untuk menginvestigasi hasil aset negara yang hilang akibat
tindakan korupsi.

Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan pembangunan proyek nasional
di bidang pusat informasi nasional yang digunakan untuk memudahkan
masyarakat untuk mengakses layanan pemerintahan secara online.
Kemudian, dengan adanya pembangunan proyek nasional di bidang layanan
pusat informasi nasional tersebut, diharapkan masyarakat menjadi lebih
mudah untuk mengakses dokumen penting seperti, data kewarganegaraan,
pengurusan data paspor, dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan
layanan asuransi dana pensiun dan jaminan sosial.

Pemerintah berusaha untuk memodernisasi sistem layanan administrasi
layanan publik dengan memperkenalkan tanda tangan online dan
memperkenalkan layanan pemerintahan berbasis online (Government of
Iraq 2020).
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BAB Il
ANALISIS BUREAUCRATIC POLITICS MODELS IRAK DALAM
KEPUTUSANNYA UNTUK MEMATUHI REGULASI OPEC TAHUN 2020

Pada bab 111 menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan Irak untuk
mematuhi regulasi OPEC pada tahun 2020 terkait pengurangan jumlah kuota
produksi minyak pada bulan Mei hingga Desember di masa pandemi Covid-19,
serta menjelaskan kebijakan politik dalam negeri yang dibuat oleh pemerintah Irak
setelah Irak berkomitmen untuk patuh terhadap regulasi OPEC tahun 2020 di masa
pandemi Covid-19 dengan menggunakan prespektif Bureaucratic Politics Models.
Situasi pandemi Covid-19 mewajibkan kepada seluruh negara produsen minyak
untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional dengan mendukung setiap
kebijakan yang dibuat oleh OPEC. Irak yang juga termasuk sebagai salah anggota
dari OPEC + berusaha untuk menekankan kepada negara anggota OPEC dan negara
non anggota OPEC untuk memberikan kontribusi kepatuhannya terhadap regulasi
pengurangan jumlah kuota produksi minyak pada bulan Mei hingga Desember
(Morrow 2020). Dalam hal ini, keputusan Irak untuk menyetujui dan mematuhi
regulasi OPEC tahun 2020 mendapatkan persetujuan dari Perdana Menteri lIrak
Mustafa Al-Kadhimi (Davison 2020).

Dalam teori Bureaucratic Politics memiliki dua fokus utama dalam
menganalisis sebuah keputusan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Fokus
utama yang pertama adalah berisikan tentang model pengambilan keputusan suatu
negara dengan melihat model birokrasi dari negara tersebut. Teori Bureaucratic
Politics Models memiliki tujuh variabel yang digunakan untuk menentukan sebuah
keputusan. Tujuh variabel tersebut terdiri setiap proses birokrasi suatu keputusan
negara yang dilihat dari : pembagian aktor pemain yang terlibat dalam penentuan
sebuah keputusan yang terbagi sesuai dengan posisinya, yang meliputi : kekuatan
dan kepentingan dari aktor pemain tersebut, permasalahan yang akan dibahas oleh
aktor pemain tersebut, proses tawar-menawar atau Bargaining antara para aktor
pemain yang terlibat, tindakan yang diambil oleh aktor pemain tersebut, dan
pengambilan hasil keputusan yang disetujui oleh aktor pemain tersebut melalui

tindakan politik. Fokus utama kedua dari teori Bureaucratic Politics yaitu
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melakukan proses Action atau aksi, Niatan, dan pembagian aktor pemain menjadi
kategori Chief dan Indians setelah adanya proses identifikasi masalah (Allison
Graham T 1969).

Dalam proses Bureaucratic Politics terdapat beberapa tahapan yang
disesuaikan dengan keputusan Irak untuk mematuhi dan menyetujui penerapan
regulasi OPEC untuk mengurangi jumlah kuota produksi minyak di bulan Mei
hingga Desember di masa pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi
ekonomi dan politik dalam negeri Irak. Dalam hal ini, menurut Alisson terdapat
tahap pembagian tujuh variabel yang digunakan untuk menganalisis keputusan
suatu negara. Tujuh variabel tersebut diberi nama organizing concept (Allison
Graham T 1969).

3.1 Pembagian Posisi Aktor Pemain

Pembagian posisi aktor pemain yang terdapat di dalam teori Bureaucratic
Politics Models yang dikemukakan oleh Graham T. Alisson meliputi seluruh aktor
individu yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara yang terlibat di
dalam pengambilan suatu keputusan politik negara. Kemudian, keputusan Irak
untuk tetap mematuhi regulasi OPEC pada tahun 2020 tentang pengurangan jumlah
kuota produksi minyak di bulan Mei hingga Desember dapat dilihat dari peran dan
kekuatan aktor negara maupun aktor negara yang terlibat di dalam pengambilan
keputusan tersebut, dan hal tersebut disesuaikan dengan Organizing Concepts and
Basic Unit of Analysis : Policy as Political Outcome (Allison Graham T 1969).

Kategori Chief merupakan aktor pemain yang memiliki kekuatan tertinggi
untuk memutuskan sebuah kebijakan negara. Chief di dalam keputusan Irak
mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 diperankan oleh Perdana Menteri Irak,
Menteri keuangan dan Menteri Perminyakan yang terdapat di tabel 1. Kemudian,
Staff merupakan aktor pemain yang memberikan dukungan terhadap keputusan
Chief yang berasal dari pejabat institusi pemerintahan dan anggota legislatif yang
terdapat di table 2. Sedangkan, Indians merupakan aktor pemain yang memberikan
penolakan terhadap keputusan Chief yang juga berasal dari pejabat institusi
pemerintahan dan anggota legislatif. Akan tetapi, Dalam keputusan Irak untuk
mematuhi regulasi OPEC pada tahun 2020, tidak memiliki Indians. Kemudian
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kategori ketiga adalah Ad Hocs yang merupakan aktor pemain yang berasal dari

luar lingkungan pemerintahan Irak yang terdapat di tabel 3.

Tabel 3. 1 Aktor Pemain yang Termasuk ke dalam kategori Chief

No. Chief Jabatan
o Perdana Menteri Irak periode 7 Mei
L. Mustafa Al-Kadhimi
2020-28 Oktober 2022
2, Ihsan Abdul Jabbar Ismail Menteri Perminyakan Irak
3 Menteri Keuangan Irak dan Wakil

Dr. Alli Allawi

Perdana Menteri Irak

Sumber: (Government of Iraq 2020)

Tabel 3. 2 Aktor Pemain yang Termasuk ke dalam Kategori Staff

No. Nama Aktor Pemain Jabatan
1 . Menteri keuangan Irak wilayah
: Awat Sheikh Janab ]
Kurdistan (KRG)
9 Menteri Perminyakan Irak periode 25

Thamir Ghadhban

Oktober 2018-6 Mei 2020

Sumber: (Rudaw 2020)
Tabel 3. 3 Aktor Pemain yang Termasuk ke dalam Kategori Ad Hocs

No. Ad Hocs Posisi
Pangeran Abdul Aziz Bin ) ) ]
L. Menteri Energi Arab Saudi
Salman
Direktur NAMEA Group, konsultan
5 Bank Dunia, dan konsultan The

Hadi Fathallah

International Fund for Agricultural
Development (IFAD) untuk Irak

Sumber: (Kutlu 2020), (Fathallah and Robertson, How the agri-food sector can

turn Iraq’s economy around 2020)
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Dalam teori Bureaucratic Politics Models terdapat aktor pemain tambahan
yaitu Ad Hocs. Ad Hocs memiliki peran sebagai Interest Group yaitu pihak diluar
lingkungan pemerintah negara yang berasal dari aktor individu yang memiliki
kepentingan yang berasal dari perusahaan Multinasional atau Nasional, organisasi
atau rezim internasional, dan aktor pemain yang berasal dari lingkungan
pemerintahan negara lain yang berperan di dalam pengambilan keputusan kebijakan
suatu negara.

"Ad Hoc Players": actors in the wider government game (especially
"Congressional Influentials™), members of the press, spokesmen for important
interest groups (especially the "bipartisan foreign policy establishment” in and
out of Congress), and surrogates for each of these groups (Allison Graham T
1969).

Dengan adanya pembagian tabel yang berisikan aktor pemain yang
disesuaikan dengan posisi, kekuatan, serta peran dari setiap aktor pemain di dalam
penentuan keputusan Irak untuk tetap mematuhi regulasi OPEC pada tahun 2020,
dapat digunakan sebagai acuan utama di dalam menentukan posisi aktor pemain
yang disesuaikan dengan kepentingan, peran, dan kekuatan di dalam proses
birokrasi penentuan keputusan suatu negara (Allison Graham T 1969).

Sesuai dengan pembagian aktor pemain yang terdapat di dalam
Bureaucratic Politics Models, Setiap aktor pemain yang terlibat di dalam keputusan
Irak untuk mematuhi dan menerapkan regulasi pemotongan jumlah kuota produksi
minyak pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, memiliki posisi yang
disesuaikan dengan peran dan tugasnya masing-masing. Chief memiliki wewenang
tertinggi dalam memutuskan suatu kebijakan negara. Sedangkan Staff dan Indians
memiliki tugas dan peran untuk melakukan proses bargaining di dalam parlemen.
Kemudian, tugas lain dari Staff dan Indians adalah mengajukan rencana kebijakan
politik negara kepada Chief untuk diberikan persetujuan. Sedangkan Ad Hocs
merupakan aktor pemain yang berasal dari luar lingkungan pemerintahan negara
yang berasal dari pihak swasta atau pejabat pemerintahan negara lain yang memiliki
kepentingan di negara tersebut, dan memiliki hubungan kerjasama dengan Chief,
Staff dan Indians.
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3.2 Parochial Priorities, Perception, and Issues

Menurut Graham Allison T, di dalam proses Bureaucratic Politics Models
suatu negara, setiap aktor pemain yang terbagi menjadi kategori Chief, Indians, dan
Ad Hocs memiliki peran dan kontribusi yang disesuaikan dengan kekuatan (power)
yang dimilikinya. Dalam hal ini, kekuatan yang dimiliki oleh setiap aktor pemain
disesuaikan dengan posisi jabatan yang dimiliki oleh aktor pemain tersebut di dalam
Institusi maupun organisasi yang ditempati oleh aktor pemain tersebut. Selain itu,
Parochial Priorities, Perception, and Issues yang dimiliki oleh setiap aktor pemain
juga dipengaruhi oleh kepentingan dari institusi dan organisasi yang terlibat di
dalam keputusan suatu negara. (Allison Graham T 1969).

Meskipun Chief, Indians, dan Ad Hocs memiliki Parochial Priorities,
Perception, and Issues yang berbeda-beda didalam proses Bargaining, tujuan
kepentingan nasional Irak tetap menjadi prioritas bagi setiap aktor pemain. Chief di
dalam keputusan Irak untuk mematuhi regulasi pemotongan jumlah kuota produksi
minyak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 diperankan oleh Perdana Menteri
Mustafa Al-Kadhimi. Mustafa Al-Kadhimi merupakan Perdana Menteri Irak yang
ditunjuk oleh Presiden Irak Barham Salim untuk menggantikan kepemimpinan
Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi yang telah berhenti menjabat sebagai Perdana
Menteri Irak sejak 7 Mei 2020 (Loveluck 2020). Kabinet pemerintahan baru di
bawah kepemimpinan Mustafa Al-Kadhimi harus banyak menghadapi tantangan
yang berat akibat krisis politik yang terjadi di Irak, dan tuntutan masyarakat untuk
merevolusi sistem politik negara (Mansour 2020). Dengan demikian, Mustafa Al-
Kadhimi memiliki Parochial Priorities, Perception and Issues untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak, terutama di bidang politik dan
ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan, Mustafa Alkadhimi fokus terhadap
pengembangan industri minyak. Industri minyak merupakan sektor utama
perdagangan Irak dan menjadi sumber pendapatan utama Irak sebesar 95% . Visi
dan misi Mustafa Al-kadhimi di bidang industri minyak adalah menjadikan Industri
minyak sebagai proyek pembangunan negara. Hal tersebut menjadi fokus kabinet
pemerinatahannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak
(Releases 2020).
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Selain itu, Chief lainnya juga diperankan oleh Menteri Perminyakan Irak
Ihsan Abdul Jabar Ismail dan Menteri Keuangan Dr. Alli Allawi. Dua aktor pemain
tersebut juga memiliki kekuatan tertinggi untuk menentukan keputusan Irak untuk
patuh terhadap regulasi OPEC tahun 2020. Menteri Perminyakan Irak berperan
penting terhadap stabilitas industri minyak di masa pandemi Covid-19 (Gamal,
Aboulenin and Zhdannikov 2020). Dalam hal ini, White Paper for Economic
Reform (WPER) merupakan kebijakan dalam negeri yang disulkan oleh Menteri
Keuangan Dr.Alli Allawi kepada parlemen yang digunakan untuk merevolusi
sistem perekonomian negara, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk
menyelesaikan masalah perekonomian dalam negeri, untuk menjaga stabilitas
ekonomi negara (terutama di masa pandemi Covid-19), serta untuk merespon
berlakunya regulasi OPEC tahun 2020 yang berdampak terhadap kondisi
perekonomian negara (Shuker 2022).

Kategori kedua adalah Staff. Peran Staff di dalam keputusan dan pernyataan
Irak untuk mematuhi regulasi OPEC adalah aktor pemain yang memberikan
persetujuan dan dukungan terhadap keputusan Chief. Dalam hal ini, aktor yang
termasuk kategori Staff adalah Menteri keuangan Irak wilayah Kurdistan Regional
Government (KRG) Awat Sheikh Janab dan Menteri perminyakan Irak Thamir
Ghadhban yang menjabat pada periode 25 Oktober 2018-6 Mei 2020 di masa
kepemimpinan Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi yang memberikan persetujuan
dan dukungannya terhadap pemerintah Irak untuk berkomitmen mematuhi regulasi
OPEC tahun 2020 tentang pengurangan jumlah kuota produksi minyak di masa
pandemi Covid-19. Hal tersebut disebabkan oleh permintaan minyak di pasar
internasional mengalami penurunan dan harga minyak dunia yang turun (Al-Khayat
2022).

Untuk merespon keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020,
pejabat pemerintah wilayah Kurdistan dan Kurdi, serta pejabat pemerintah wilayah
Irak lainnya mengadakan pertemuan Pers yang digunakan untuk membahas
kesepakatan antara negara OPEC dengan negara non anggota OPEC untuk
menyetujui penerapan regulasi OPEC untuk mengurangi jumlah kuota produksi
minyak di masa pandemi Covid-19. Kemudian terdapat pernyataan Menteri

Keuangan Irak wilayah Kurdistan Awakh Shikh Janab yaitu, "We agreed to reduce
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the production of oil based on the OPEC agreement,” Kurdistan Regional
Government finance minister Awat Shikh Janab said, echoing Ghadhban” (Rudaw
2020). Kemudian, mantan Menteri perminyakan Irak Thamir Ghadban, juga
memberikan pernyataannya bahwa , “As you are all aware, we announced
yesterday that Irag will abide by the measures to reduce its oil production in stages
and that is a 23 percent reduction.” (Rudaw 2020). Selain itu, wilayah Kurdistan
(KRG) merupakan salah satu wilayah terbesar industri minyak Irak yang
mendistribusikan hasil produksi minyak mentahnya ke Turki dengan menggunakan
saluran pipa. Dan saluran pipa minyak dari Kurdistan ke Turki memiliki fungsi
untuk mendistribusikan minyak mentah ke pasar internasional.

Kategori ketiga yaitu Indians. Peran Indians di dalam keputusan Irak untuk
mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 adalah
memberikan penolakan terhadap keputusan Chief dalam mengambil sebuah
keputusan kebijakan politik suatu negara. Aktor pemain yang termasuk kategori
Indians menurut Allison adalah aktor pemain yang berasal dari anggota legislatif
yang memberikan argumen penolakan di dalam proses bargaining di dalam
parlemen yang sesuai dengan konsep Bureaucratic Politics Models (Allison
Graham T 1969).

Akan tetapi, keputusan Irak untuk mematuhi regulasi pemotongan jumlah
kuota produksi minyak pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yang dibuat
oleh OPEC tidak terdapat anggota legislatif yang berperan sebagai Indians. Faktor
yang menyebabkan seluruh anggota parlemen terpaksa menyetujui penerapan
regulasi OPEC tahun 2020 yang ditujukan kepada seluruh negara produsen minyak
dunia adalah kondisi ekonomi dan politik Irak yang sedang mengalami Krisis.
Tantangan Irak di bidang industri minyak adalah Irak memiliki perjanjian layanan
Integrated Operation Center (I0C) dengan perusahaan minyak internasional. Hasil
dari perjanjian Irak dengan perusahaan minyak internasional adalah dapat
memenuhi kapasitas produksi minyak Irak. Kemudian, Kkrisis politik Irak
disebabkan oleh adanya perubahan sistem pemerintahan baru dibawah
kepemimpinan Mustafa Alkadhimi. Selain itu, krisis politik lain yang dihadapi oleh
Irak adalah penolakan rencana rancangan anggaran dana Irak pada tahun 2020 yang

disebabkan oleh harga minyak dunia yang turun dan Irak kesulitan mendapatkan
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pinjaman dari lembaga keuangan akibat penolakan rencana anggaran dana yang
ditolak oleh kabinet pemerintah yang baru (Relations 2020).

Kategori keempat adalah Ad Hocs. Peran Ad Hocs di dalam keputusan
kebijakan negara adalah memprioritaskan kepentingan pihak pebisnis, institusi atau
organisasi, dan negara lain yang berasal dari luar lingkungan pemerintah Irak agar
tetap menjalankan kepentingannya di negara tersebut. Pangeran Abdul Aziz Bin
Salman yang merupakan Menteri perminyakan Arab Saudi berusaha untuk
mendukung keputusan Irak untuk tetap patuh terhadap regulasi pemotongan jumlah
kuota produksi yang dibuat oleh OPEC tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.
Dukungan Menteri perminyakan Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz Bin Salman
terhadap Irak disampaikan melalui sebuah argumen, yaitu :

“Iraq’s Minister of Oil Thsan Abdul Jabbar Ismaael confirmed in a phone

call with Saudi Arabia's Energy Minister Prince Abdul Aziz bin Salman his

country’s full commitment to the decisions taken by OPEC+ nations last

Saturday, according to the statement ““ (Kutlu 2020) .

Oleh karena itu, landasan utama Menteri perminyakan Arab Saudi Pangeran
Abdul Aziz Bin Salman mendukung Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun
2020, yaitu untuk menjaga komitmen Irak sebagai negara anggota OPEC terhadap
segala bentuk regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh OPEC, menjaga hubungan
kerjasama di bidang industri minyak dengan Arab Saudi, dan untuk menjaga
stabilitas harga minyak dunia. Hal tersebut disampaikan melalui sebuah statement,
“These adjustments are in the interest of oil market stability," it added ” (Kutlu
2020).

Hadi Fathallah merupakan Direktur NAMEA Group, konsultan Bank Dunia,
dan konsultan The International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk
Irak. Dalam hal ini, dengan adanya keputusan Irak untuk berkomitmen terhadap
regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak tahun 2020 di masa pandemi
Covid-19 yang dibuat oleh OPEC , memberikan pengaruh terhadap kemajuan
pembangunan pertanian dan keamanan pangan Irak. Pembangunan pertanian Irak
dapat menjadi salah satu solusi dan fokus bagi pemerintah Irak untuk tetap
meningkatkan pendapatan negara di masa pandemi Covid-19 demi menjaga

stabiltasi ekonomi negara. Dampak positif yang didapatkan oleh Irak apabila
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memajukan pembangunan di bidang pertanian negara, diantaranya : dapat
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dapat menjaga keamanan dan
stabilitas kebutuhan pangan masyarakat di masa pandemi Covid-19, dapat
meningkatkan PDB Irak di bidang pertanian, memajukan teknologi pertanian, Irak
dapat meningkatkan pendapatan negara selain dari perdagangan minyak dan gas,
dan dapat meningkatkan minat investor asing (Fathallah and Robertson, How the

agri-food sector can turn Iraq’s economy around 2020).

3.3 Interest, Stakes and Power

Menurut Allison Interest, Stakes, and Power yang dimiliki oleh setiap aktor
pemain yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan kebijakan politik
suatu negara dapat mempengaruhi hasil dari keputusan negara tersebut.
Bureaucratic Politic Models memiliki konsep yaitu setiap pemikiran, kekuatan, dan
argumen yang dimiliki oleh setiap aktor pemain dapat mempengaruhi hasil
keputusan kebijakan politik negara. Faktor utama yang dapat mempengaruhi
keputusan kebijakan politik negara, yaitu “power ” dari setiap aktor pemain. Oleh
karena itu, Interest, Stakes, and Power yang dimiliki oleh setiap aktor pemain
terbagi  menjadi bebhi eferapa kepentingan,yaitu kepentingan individu,
kepentingan nasional (National Interest), kepentingan domestik, dan kepentingan
organisasi atau institusi (Allison Graham T 1969).

Kepentingan setiap aktor pemain yang memiliki perbedaan tujuan dan
pemikiran yang disampaikan pada saat proses bargaining. Chief yang merupakan
aktor pemain yang memiliki “power” terbesar yang di perankan oleh Perdana
Menteri Mustafa Al-kadhimi, kemudian dibantu oleh Dr. Alli Allawi dan lhsan
Abdul Jabbar Ismail yang juga memiliki tugas untuk menjaga kepentingan Nasional
(National Interest) Irak. Tanggungjawab Mustafa Al-Kadhimi terhadap
kepentingan nasional Irak setelah komitmen Irak untuk patuh terhadap regulasi
OPEC tahun 2020 adalah menjaga stabilitas perekonomian negara agar tidak
mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, serta disebabkan oleh
harga minyak dunia yang turun (Release 2020). Kemudian kepentingan nasional
Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi di bidang industri minyak adalah menjaga
kepatuhan Irak terhadap seruluh organisasi internsasional, terutama OPEC. Hal
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tersebut disampaikan melalui sebuah statement yang disampaikan oleh juru bicara
kementrian perminyakan Irak pada saat pertemuan pers antara negara anggota
OPEC yang dilaksanakan di Wina, Austria pada tanggal 6 Juni 2020 yaitu, Iraq’s
Ministry of Oil spokesperson, Assem Jihad, said in a statement, “Despite the
economic and financial circumstances that Iraq is facing, the country remains
committed to the agreement” (O. 0. Countries 2020).

Interest, Stakes, and Power yang dimiliki oleh aktor pemain Staff memiliki
persamaan kepentingan dengan Chief. Staff merupakan anggota legislatif yang
bertugas di institusi pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas
yang diberikan oleh Chief untuk membantu menentukan keputusan di dalam
parlemen. Sesuai dengan keputusan Irak untuk mematuhi regulasi pemotongan
jumlah kuota produksi minyak tahun 2020, kepentingan Thamir Ghadbhan yang
menjabat sebagai Menteri Perminyakan Irak periode 25 Oktober 2018-6 Mei 2020
adalah kepentingan institusi pemerintahan yang berfoukus terhadap kepentingan
National Interest Irak. Hal tersebut disesuaikan dengan sebuah statement : Thamer
al-Ghadhban said in a statement that the “massive oil cut deal will help lower oil
inventories and boost prices.” (Reuters, Iragi oil minister says big oil cut deal will
help to stabilize oil market 2020). Selain itu, statement lain dari Menteri
Perminyakan Thamir Ghadbhan yang mendukung perpanjangan regulasi
pemotongan jumlah kuota produksi minyak di tahun 2020, yaitu : "We have to give
a positive signal to the market. At least we should roll over the present agreement
which we signed in December last year for another year, for the whole of 2020,
Ghadhban said (Edwards 2019). Aktor pemain Staff selanjutnya diperankan oleh
Awat Sheikh Janab yang menjabat sebagai Menteri keuangan wilayah Kurdistan
(KRG) yang memiliki kepentingan di dalam indusri minyak untuk mendukung
keputusan Chief untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020. Kepentingan Awat
Sheikh Janab terhadap regulasi OPEC adalah demi menjaga kepatuhan pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat. Terdapat sebuah statement yang disampaikan oleh
Khalid Swani yang menjabat sebagai Menteri wilayah Kurdistan : "The region must
abide by the federal government's decision to reduce crude oil production” (Memo
2020).
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Berbeda dengan Chief dan Staff, Ad Hocs memiliki kepentingan lain yang
mementingkan kepentingan organisasi dan domestik,. Kepentingan Ad Hocs yang
mengarah di bidang ekonomi dan pembangunan muncul akibat komitmen Irak
untuk patuh terhadap regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak yang
dibuat oleh OPEC pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Menteri
perminyakan Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz Bin Salman yang merupakan Ad
Hocs memberikan dukungan terhadap Irak untuk tetap berkomitmen terhadap
regulasi OPEC tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19, yang dilandasi oleh
kepentingan domestik Arab Saudi. Kepentingan domestik Arab Saudi yang
disampaikan oleh Pangeran Abdul Aziz Bin Salman memiliki tujuan untuk
mengendalikan harga minyak dunia, serta menjaga komitmen keangggotan Irak
dengan OPEC yang berusaha untuk dipertahankan oleh Arab Saudi (Mcque and
Wang 2020).

Kepentingan Hadi Fathallah yang merupakan Direktur NAMEA Group ,
konsultan Bank Dunia, dan konsultan The International Fund for Agricultural
Development (IFAD) untuk Irak adalah kepentingan organisasi internasional yang
berfokus di bidang pengembangan pertanian dan pangan negara. Dengan adanya
keputusan Irak mematuhi regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak di
masa pandemi Covid-19 yang dibuat oleh OPEC demi menaikkan harga minyak
dunia yang turun dan ditambah dengan krisis ekonomi yang terjadi di Irak
berdampak terhadap perkembangan pembangunan industri pertanian dan kondisi
pangan masyarakat Irak (Fathallah and Robertson 2020). Dengan adanya hal
tersebut, Hadi Fatallah yang merupakan konsultan IFAD untuk Irak berusaha untuk
tetap merealisasikan program IFAD yang bertujuan untuk memajukan industri
pertanian Irak, serta menjaga stabilitas pangan masyarakat di masa pandemi Covid-
19. Strategi yang dibuat oleh IFAD Setelah Irak membuat keputusan untuk
mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 yaitu, IFAD segera berusaha untuk menarik
perhatian pemerintah Irak untuk tertarik mengembangkan sektor non-minyak
melalui indusri pertanian yang dapat meningkatan pendapatan negara atau GDP
(Gross Domestic Product) dengan mengembangkan badan usaha milik negara di
bidang pertaniaan (Ali and Obaid 2022).
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3.4 The Problem and The Problems

Setiap proses pembentukan sebuah kebijakan politik suatu negara, memiliki
fokus untuk menyelesaikan suatu masalah dan menentukan solusi untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. Setiap diskusi yang ada di dalam parlemen
yang dilakukan oleh seluruh aktor pemain dalam menentukan sebuah kebijakan,
tidak selalu berfokus untuk menyelesaikan permasalahan utama. Akan tetapi,
permasalahan lain yang muncul dan dapat menghambat proses pengambilan
kebijakan negara juga harus diselesaikan dengan cepat. Hal tersebut disebabkan
oleh tuntutan waktu penyelesaian suatu masalah yang harus diselesaikan oleh
seluruh aktor pemain. Tujuannya adalah demi mementingkan kepentingan nasional
negara tersebut (Allison and Halperin 1972).

Permasalahan yang dihadapi oleh Chief, Staff, dan Ad Hocs yaitu hilangnya
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Irak dalam menangani permasalahan
diberbagai bidang seperti, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, keamanan wilayah,
dan lain sebagainya. Krisis politik yang terjadi di Irak disebabkan oleh kekecewaan
masyarakat terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi yang
dinilai gagal dalam menjalankan sistem pemerintahan negara bersama dengan
anggota kabinetnya (Younes 2019). Hal tersebut disebabkan oleh, meningkatnya
tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, pemerintah negara yang
bersifat tidak adil dan tidak membela kepentingan masyarakat, Intervensi Iran
terhadap politik Irak, banyak terjadinya konflik dalam negeri, krisis ekonomi, aksi
kekerasan pemerintah terhadap masyarakat sipil, serta sistem pemerintahan yang
meliputi bidang ekonomi, layanan pelayanan masyarakat, dan bidang lainnya yang
terkesan kuno (Rubin and Hassan 2019).

Dengan adanya krisis politik yang terjadi di masa kepemimpinan Perdana
Menteri Adil Abdul Mahdi, menyebabkan munculnya aksi demonstarsi secara
besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat Irak memiliki tuntutan
untuk menggulingkan pemerintahan Irak di bawah kepemimpinan Perdana Menteri
Adil Abdul Mahdi. Selain itu tuntutan masyarakat terhadap calon Perdana Menteri
baru Irak yaitu, merevolusi sistem ekonomi negara, memperbaiki sistem pelayanan
masyarakat, memberantas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat

pemerintahan, serta perluasan lapangan kerja bagi masyarakat (Hamasaeed and
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Abouaoun 2019). Terpilihnya Mustafa Al-Kadhimi sebagai Perdana Menteri Irak
yang dilantik pada bulan Mei Tahun 2020 harus menghadapi tantangan untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Irak dan
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak, memperbaiki sistem politik dan
ekonomi Irak (Kadhim 2020), memperbaiki hubungan kerjasama dengan negara
lain, dan transparasi hukum dan politik (Khadim 2020). Pada saat proses
pengambilan keputusan Irak untuk mematuhi regulasi pemotongan jumlah kuota
produksi minyak yang dibuat OPEC tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, kabinet
pemerintahan Mustafa Al-Kadhimi harus menghadapi tantangan seperti, dampak
persebaran pandemi Covid-19, turunnya harga minyak dunia, dan pemulihan
kondisi politik Irak . Kemudian, konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah
Irak setelah menyetujui untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 adalah
merevolusi sistem perekonomian negara agar menjadi lebih modern, serta berusaha
untuk memulihkan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak
terhadap kesejahteraan masyarakat dan harga minyak dunia yang turun (lraq Oil
Report n.d.).

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Irak, merupakan
tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh Chief yang memiliki kekuatan (power)
tertinggi dalam menentukan keputusan, serta membela National Interest Irak yang
dibantu oleh Staff yang memiliki kepentingan yang sama dengan Chief. Sementara
itu, Ad Hocs merupakan aktor pemain yang mendukung keputusan Irak untuk
mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 merasa diuntungkan dengan komitmen Irak
terhadap regulasi OPEC tersebut. Keuntungan tersebut didapatkan karena dapat

memperlancar dan mempermudah keberlangsungan kepentingan Ad Hocs di Irak.

3.5 Actions Channels

Action Channels di dalam Bureaucratic Politic Models merupakan interaksi
antar aktor pemain yang terjadi sebelum proses tawar-menawar (bargaining) dalam
menentukan sebuah keputusan. Dalam hal ini, setiap rapat, pertemuan, dan diskusi
yang dilakukan oleh antar aktor pemain merupakan interaksi yang dapat
mengubungkan pemikiran antar aktor pemain, serta dapat mendukung jalannya

birokrasi dalam menentukan keputusan (Allison Graham T 1969). Action Channels
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yang dilakukan oleh Chief, Staff, dan Ad Hocs adalah untuk mendiskusikan
komitmen dan kepatuhan Irak terhadap regulasi pemotongan jumlah kuota produksi
minyak di masa pandemi Covid 19 tahun 2020 yang dibuat oleh OPEC.

Diawali dengan diskusi yang dilakukan oleh Menteri Perminyakan Arab
Saudi Ihsan Abdul Jabbar Ismail (Ad Hocs) dan Menteri Perminyakan Irak lhsan
Abdul Jabbar Ismail (Chief) yang membahas pentingya mematuhi regulasi
pemotongan kuota produksi di masa pandemi Covid-19 yang dapat mengendalikan
jumlah pasokan minyak di pasar internasional, serta menaikkan harga minyak dunia
yang turun. Dengan adanya bargaining yang kuat dari Ad Hocs, menyebabkan
Chief memberikan pernyataan bahwa Irak tetap akan berkomitmen dan mematuhi
regulasi OPEC tahun 2020. Pernyataan tersebut disampakaikan pada saat
pertemuan antara negara anggota OPEC dengan non-OPEC yang dilakasanakan
pada tanggal 9, Juni 2020 di kota Wina, Austria (O. 0. Countries 2020).

Kemudian, dukungan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 juga
di dukung oleh mantan Menteri Perminyakan Irak Thamir Ghadbhan (Staff) yang
menjabat sebagai Menteri Perminyakan Irak periode 25 Oktober-6 Mei 2020 yang
mendorong Chief untuk tetap berkomitmen dan mematuhi regulasi OPEC tahun
2020. Hal tersebut disebabkan oleh seluruh negara produsen minyak mulai menjaga
kepatuhannya dengan regulasi OPEC demi menaikkan harga minyak dunia yang
turun di masa pandemi Covid-19. Selain itu, di masa kepemimpinan Thamir
Ghadbhan di kementrian perminyakan Irak, Thamir Ghadbhan telah banyak
membuat keputusan untuk mematuhi setiap regulasi pemotongan jumlah kuota
produksi. Tujuannya adalah untuk menjaga kepatuhan Irak terhadap OPEC, demi
menghindari konflik dan persaingan antar negara produsen minyak dalam
memproduksi minyak, demi menjaga satbilitas harga minyak dunia, dan demi

menjaga kebutuhan minyak di dunia internasional (Reuters 2020).

3.6 Action as Politics

Action as Politics yang terdapat di dalam Bureaucratic Politics Models
menjelaskan tentang sebuah keputusan dan kebijakan negara ditentukan dengan
adanya dorongan pendekatan politik yang dijalankan oleh setiap aktor pemain.
Action as Politics adalah pemikiran dan kepentingan yang disampaikan Staff,
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Indians, dan Ad Hocs kepada Chief. Pendekatan politik tersebut dilakungan dengan
negoisasi, pendekatan, dan penawaran yang kuat kepada Chief. Sehingga suatu
pengambilan keputusan negara ditentukan oleh seberapa besar pendekatan politik
yang dilakukan oleh aktor pemain terhadap Chief (Allison Graham T 1969).

Dorongan pendekatan politik yang dilakukan oleh Menteri keuangan Irak
Dr.Ali Allawi kepada Chief untuk segera merevolusi sistem ekonomi negara setelah
Irak menyetujui regulasi OPEC tahun 2020 yang berdampak terhadap kondisi
perekonomian negara. Dorongan Dr. Alli Allawi kepada Chief yaitu mementingkan
kepentingan nasional Irak untuk mengatasi krisis ekonomi yang telah terjadi,
meskipun Irak telah berkomitmen dengan regulasi yang dibuat oleh organisasi
internasional. Dengan segera merealisasikan kebijakan WPER yang digunakan
untuk merevolusi sistem perekonomian negara, dapat dijadikan sebagai solusi Irak
untuk meningkatkan perekonomian negara selain dari hasil perdagangan minyak,
serta diharapkan dapat menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi di Irak dan dapat
mensejahterakan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Dr. Alli Allawi
mendorong Chief untuk segera membuat keputusan membuat kebijakan keuangan
negara demi kemajuan Irak. Pembahasan dan diskusi mengenai kebijakan WPER
dilakukan pada saat pertemuan seluruh kabinet Menteri dengan International
Energy Agency (IEA) (Government of Irag 2020).

3.7 Stream of Outcome

Stream of Outcome Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, serta
keputusan Irak untuk membuat kebijakan dalam negeri yang dibuat setelah Irak
mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 merupakan hasil dari proses bargaining yang
dilakukan oleh aktor pemain Chief, Staff, dan Ad Hocs. Kepentingan Mustafa Al-
Kadhimi untuk tetap menjalankan dan mempertahankan kepentingan Nasional Irak
merupakan fokus dan tanggungjawab para aktor pemain dalam mengambil
keputusan. Dengan demikian, hasil akhir keputusan yang diambil oleh para aktor
pemain Chief, Staff, dan Ad Hocs, meliputi :

Irak tetap akan berkomitmen untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020
pada kuartal kedua di bulan Mei hingga Desember dengan mempertimbangkan
kondisi industri minyak dunia pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19
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mengalami keterpurukan akibat harga minyak dunia yang turun dan akibat
kegagalan kepatuhan negara-negara produsen minyak untuk mematuhi regulasi
pemotongan jumlah kuota produksi minyak di bulan Maret tahun 2020 yang
menyebabkan banyak negara produsen minyak saling bersaing dan berlomba untuk
memperbanyak jumlah kuota produksi minyak. Selain itu, usaha Irak untuk
menjaga kepatuhannya terhadap regulasi OPEC tahun 2020 juga didukung dengan
kesiapan industri minyak diwilayah Basra Oil Company (BOC) untuk ikut
membantu menjaga kepatuhan Irak terhadap regulasi OPEC 2020 dengan
memproduksi minyak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh OPEC (Institute
2020).

Kemudian, dengan adanya penurunan harga minyak dunia dan meluasnya
persebaran pandemi Covid-19, Organisasi regional Middle East and North Africa
(MENA) berusaha untuk mendesak negara anggotanya yang memproduksi minyak
untuk mematuhi regulasi OPEC 2020. Tujuannya adalah untuk menstabilkan
jumlah permintaan dan penawaran minyak dipasar internasional dan
mengendalikan jumlah pasokan minyak dunia, serta bertujuan untuk menaikkan
harga minyak dunia yang telah mengalami penurunan sejak munculnya pandemi
Covid-19. Oleh karena itu, dengan adanya dorongan MENA kepada Irak untuk
tetap mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, kabinet pemerintahan Mustafa Al
Kadhimi berusaha untuk tetap mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 dan berusaha
untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat penerapan regulasi tersebut,
meskipun kabinet pemerintahan Mustafa Alkhadimi merupakan kabinet baru Irak
(Shuker 2022).

Stream of Outcome lainnya yang dibuat oleh Chief, Staff, dan Ad Hocs
setelah Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 yaitu, pengambilan keputusan
untuk membuat kebijakan dalam negeri yang berfokus di bidang ekonomi untuk
meminimalisir dampak dan permasalahan yang ditimbulkan akibat mematuhi
regulasi tersebut yang bertujuan untuk menjalankan dan membela kepentingan
Nasional Irak. White Paper for Economic Reform (WPER) merupakan bentuk
respon Irak terhadap krisis ekonomi yang terjadi di negaranya yang salah satunya
disebabkan oleh regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak di masa
pandemi Covid-19 (Schuber 2020). Perumusan WPER merupakan solusi bagi Irak
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untuk mengatasi masalah krisis ekonomi dan juga untuk mereformasi sistem
ekonomu negara. Tujuan pertama WPER adalah membentuk program reformasi
ekonomi dengan membuat rencana defisit anggaran dana demi menciptakan ruang
fiskal bagi Irak. Dalam pelaksanaannya, reformasi ekonomi memiliki jangka waktu
pendek hingga menengah sekitar (3-5 tahun). Tujuan kedua yaitu memperluas
sektor ekonomi swasta dengan membangun dan mengembangkan sektor industri
non-minyak dengan memberikan anggaran dana pada sektor tersebut (Government
of Irag 2020). Peresmian kebijakan WPER Irak diresmikan secara resmi oleh
Kabinet Pemerintahan Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi pada tanggal 13
Oktober tahun 2020 (Council 2020).
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki tujuan untuk
mengetahui bagaaimana proses Irak menyetujui regulasi OPEC tahun 2020, serta
ingin mengetahui respon Irak setelah mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 yang
berpengaruh terhadap kondisi ekonomi negara. Dalam hal ini, penulis
menggunakan Bureaucratic Politics Models yang dikemukakan oleh Graham
Allison.T dalam menganalisis kebijakan Irak mematuhi regulasi OPEC,serta
menganalisis kebijakan dalam negeri Irak setelah mematuhi regulasi tersebut.
Proses Irak mematuhi regulasi OPEC yang mellibatkan berbagai macam pihak yang
berasal dari anggota parlemen Irak serta pihak diluar pemerintah Irak yang
dikategorikan sebagai aktor pemain Chief, Staff, dan Ad Hocs.

Proses Barganing yang dilakukan oleh setiap aktor pemain merupakan
faktor utama suatu negara dalam menentukan kesuksesan pengambilan keputusan.
Karena, pengaruh perbedaan pemikiran dan kepentingan yang dimiliki oleh setiap
aktor pemain berperngaruh terhadap hasil akhir keputusan negara. Dalam
keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020, serta keputusan Irak untuk
membuat kebijakan dalam negeri setelah mematuhi regulasi OPEC, seluruh aktor
pemain Chief, Staff, dan Adhocs berusaha untuk mengedepankan kepentingan
Nasional Irak, meskipun setiap aktor pemain memiliki perbedaan pemikiran dan
kepentingan. Dengan adanya hal tersebut, seluruh akor pemain bersepakat bahwa
keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 merupakan salah satu
bentuk komitmen Irak terhadap segala keputusan yang dibuat oleh OPEC dan demi
menjaga kepatuhan Irak terhadap OPEC, serta untuk menaikan harga minyak dunia
yang turun dan untuk menjaga jumlah pasokan minyak dunia di masa pandemi
Covid-19. Dalam proses Decision Making Irak mematuhi regulasi OPEC 2020, para
aktor aktor pemain Staff dan Adhocs berusaha untuk mendorong Menteri
Perminyakan lhsan Abdul Jabbar Ismail (Chief) untuk menyetujui regulasi OPEC
tersebut. Kemudian, keputusan Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi untuk
memulihkan kondisi politik Irak yang sedang mengalami krisis merupakan faktor
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yang menyebabkan seluruh aktor pemain memberikan dorongan dan keputusannya
untuk komitmen Irak terhadap regulasi pemotongan jumlah kuota produksi minyak
di masa pandemi Covid-19, dan keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun
2020 telah disetujui oleh anggota Parlemen.

Dengan adanya keputusan Irak mematuhi regulasi OPEC tahun 2020 yang
berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara yang sedang mengalami Krisis,
para aktor pemain Chief, Staff, dan Ad Hocs bersepakat untuk membuat kebijakan
dalam negeri yang termasuk sebagai bentuk respon Irak setelah mematuhi regulasi
OPEC tersebut. Karena, tujuannya adalaah demi tetap menjalankan kepentingan
Nasional Irak, khususnya di bidang ekonomi dan demi mendukung Chief untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Irak. Keputusan Irak membuat
kebijakan WEPR merupakan solusi bagi Irak untuk meningkatkan perekonomian
negaranya di masa pandemi Covid-19 akibat harga minyak dunia yang turun dan
kepatuhan Irak terhadap regulasi OPEC tahun 2020. Kebijakan WPER merupakan
bentuk rencana dan strategi revolusi ekonomi Irak selama 3 hingga 5 tahun yang
memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara selain dari hasil
perdagangan minyak dan untuk mengeluarkan Irak dari krisis ekonomi yang terjadi
akibat sistem perekonomian negara yang kuno dan pandemi Covid-19. Selain itu,
kebijakan WPER diharapakan dapat menjadi solusi bagi Irak untuk menambah
anggaran dana yang digunakan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat
di masa pandemi Covid-19, dapat digunakan untuk membangun infrastruktur
negara, dan menjadi solusi bagi Irak untuk mendapatkan anggaran dana tambahan
di bidang kesehatan untuk menangani kasus masyarakat yang terinveksi Covid-19,

serta untuk menghentikan persebaran wabah pandemi Covid-19.

4.2 Rekomendasi

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang ditulis oleh penulis dengan
judul “Keputusan Irak Mematuhi Regulasi OPEC Pada Tahun 2020 Ditinjau
Dengan Menggunakan Bureaucratic Politics Models masih terdapat kekurangan.
Kekurangan yang terdapat di dalam hasil penelitian yang ditulis oleh penulis
meliputi hasil analisis dan terkait dengan penulisan. Hasil penelitian ini hanya

menjelaskan tentang proses keputusan Irak untuk mematuhi regulasi OPEC tahun
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2020 di masa pandemi Covid-19 serta menjelaskan bentuk respon Irak setelah
mematuhi regulasi tersebut dengan membuat kebijakan dalam negeri di bidang
ekonomi yang berfungsi untuk meminimalisir resiko dan dampak setelah mematuhi
regulasi OPEC demi tetap menjaga kepentingan nasional Irak. Oleh karena itu,
rekomendasi bagi penulis selanjutnya yang ingin membahas isu yang sama adalah
melihat bagaimana hasil penerapan kebijakan dalam negeri Irak setelah mematuhi
regulasi OPEC tahun 2020, serta melihat bagaimana perekembangan industri dan

perdagangan minyak Irak setelah mematuhi regulasi OPEC 2020 tersebut.
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